BAB IV
IJTIHAD MAQASHIDI SEBAGAI

METODE PENGGALIAN HUKUM ISLAM

Perubahan dan perkembangan zaman senantiasa terjadi setiap waktu dan merupakan
sebuah keniscayaan atau ketentuan Allah (sunnatullah) yang tak bisa dihindari. Kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, perkembangan pola sosial dan ekonomi, serta berbagai faktor
kehidupan lainnya memberikan dampak dan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan umat
manusia. Khusus bagi umat Islam, perubahan dan kemajuan ini berpengaruh juga terhadap aspek
hukum Islam yang mereka jalani setiap hari. Persoalan dan problematika baru (nawazil) ini
membutuhkan suatu kejelasan hukum agar setiap muslim tidak bimbang dan waswas dalam

menjalani kehidupan mereka.

Hukum Islam mencakupi seluruh tindak-tanduk dan perbuatan setiap muslim, mulai dari
hal-hal yang paling kecil sampai yang paling besar, semua terangkum dalam koridor hukum fikih
yang telah ada. Dalam menghadapi satu konteks permasalahan yang membutuhkan status
hukum, pertama-tama para ulama fikih (fugahd’) akan melacak secara langsung nas dalam
Alquran maupun Sunnah, yang keduanya merupakan rujukan utama bagi hukum Islam. Apabila
mereka tidak menemukan penjelasan detail berkenaan dengan konteks yang sedang dihadapi,
maka langkah berikutnya adalah mengembalikan pada dalil ;jma‘ atau konsensus ulama dalam
suatu hukum, dan kalau pun dalam fase ini masih belum ditemukan status hukumnya, maka
mereka akan beralih ke dalil giyas (analogi) yang memerlukan suatu pengolahan akal fikiran

dalam menemukan suatu hukum. Dari sinilah, kemudian tersimpul hukum-hukum yang ada yang



mencakup berbagai aspek kehidupan umat, dan kemudian dihimpun dan dikodifikasi dalam

berbagai kitab fikih yang ada.

Namun, setiap hari selalu saja ada persoalan baru yang dihadapi umat, dan ada kalanya
hakum-hukum Islam yang terkodifikasi selama ini di dalam berbagai kitab fikih dirasa belum
memberi jawaban terhadap persoalan baru yang timbul akibat perkembangan zaman tersebut.
Oleh-karenanya, diperlukan langkah konkret guna mengurai dan mencari jawaban atas berbagai
fenomena dan perubahan zaman tersebut agar diketahui hukumnya oleh umat. Dalam Islam,

langkah tersebut difasilitasi dalam sebuah lembaga dan ruang yang disebut dengan ijtihad.

Dalam hal ini, Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H) menegaskan pembagian
seluruh persoalan agama tersimpul dalam dua poros utama, yaitu persoalan gath ‘iyyah dan

persoalan ijtihadiyyah.

Dengan demikian, ijtihad —dengan segala bentuknya- merupakan perkara yang amat
penting kedudukannya dalam Islam karena menyangkut salah satu permasalahan pokok dalam
Istam itu sendiri: hukum syari’at. Dan sebelum membahas lebih lanjut tentang substansi ijtihad
magashidiy ada baiknya dikupas terlebih dahulu tentang bahasan ijtihdd secara umum, mulai dari

definisi ijtihad, dalil pensyariatan ijtihad, syarat-syarat ijtihad, dan pembagian jenis ijtihad.

e Tinjauan Umum Terhadap ljtihad

o Definisi ljtihad

Secara lughawi, ijtihad dalam bahasa Arab berasal dari akar kata al-jahd (2¢>))) yang
berarti ‘sesuatu yang berat atau sulit’ (4i4l), atau juga berasal dari kata al-juhd (2¢2l') yang

berarti ‘kemampuan’ (%kll), Pakar bahasa Arab, Ibn Faris (w. 395 H) menyebutkan dalam

Magayis al-Lughah, makna asal dari susunan tiga huruf ini (2¢>) adalah ‘sesuatu yang berat atau



sulit® (4iall), Sedangkan Ibn Manzhlr (w. 711 H) menyatakan bahwa baik al-jahd (2e)

maupun al-juhd (2¢=)) keduanya memiliki makna ‘kemampuan’ (&all),

Dalam Alquran, kata al-jahd (2¢=)') misalnya terdapat dalam firman Allah swt.:

Artinya :

“mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan...”

Ayat senada yang mengandung kata al-jahd (2¢=)) terulang dalam Alquran sebanyak
lima kali, yaitu dalam Surah al-Ma’idah [ayat 53], al-An’am [ayat 109], al-Nahl [ayat 38], al-Ndr
[ayat 53], dan Fathir [ayat 42]. Dan kata al-jahd (2s>1') dalam seluruh ayat tersebut menunjukkan

seputar makna ‘mengerahkan usaha’, ‘kemampuan’, dan ‘kesanggupan’ dalam bersumpah.

Dari akar kata di atas, terbentuk kata ‘al-ijtihad’ (3&i>Y') yang berarti ‘mengerahkan
segala usaha dalam mencari/mencapai sesuatu’ ( ¥ <l & aull J3). Imam al-Thifi secara
spesifik mengatakan bahwa ‘ijtihdd’ dalam bahasa Arab secara umum menunjukkan pada
perbuatan yang bersifat berat, di mana seseorang akan mengerahkan segala kemampuan yang ia
miliki untuk melakukan hal tersebut (3L J=é & 2=l J3). Beliau mencontohkan, bahwa orang
yang membawa bongkahan batu besar dapat disebut berijtihad, namun orang yang hanya

membawa sebiji kerikil tidak dapat dikatakan tengah beriijtihad.

Dari sini, dapat dikatakan bahwa secara etimologis kata al-ijtihad (semisal dalam
kalimat <¥) & 3¢ia)) memiliki makna ‘mengerahkan segala usaha dan kemampuan dalam suatu
perkara untuk mencapai tujuan akhir, baik itu suatu perkara yang konkret (hissiy) seperti berjalan

kaki, maupun abstrak (ma’nawi)’ semisal menggali hukum.

Adapun dalam terminologi fikih dan ushul fikih, definisi ijtihdd banyak dikemukakan

oleh para ulama dan pakar dalam pengertian yang beragam dan berbeda-beda. Namun demikian,



pada hakikatnya keseluruhan definisi tersebut memiliki kandungan makna yang sama meski

diungkapkan dengan narasi (shighah al-ibarah) yang beragam.

Imém al-Zarkasyi (w. 794 H) mengutip pandangan yang dikemukakan oleh
Fakhruddin al-Razi (w. 606 H), bahwa ijtihad dalam Islam memiliki 3 (tiga) konotasi makna,
yaituipertama, giyas syar’i, yaitu penemuan hukum melalui penggalian ‘illat, kedua, penggalian
hukum zhanni tanpa ‘illat, seperti menentukan air suci atau tidak, menentukan arah kiblat dan
waktu sholat, penakaran terhadap nilai suatu benda dan lain sebagainya, dan ketiga, ber-istidlal

dengan ushdl.

Secara umum, bila ditelusur dari berbagai referensi dan kitab ushul fikih, setidaknya ada
2-(dua) orientasi yang dimiliki oleh para ahli ushul fikih dalam merumuskan definisi ijtihad,

yaitu:
e Orientasi pada perbuatan seorang mujtahid.

Berdasarkan orientasi ini, definisi ijtihad menitikberatkan pada usaha yang dilakukan
oleh para mujtahid, bukan pada kemampuan mereka dalam berijtihad tersebut. Dalam hal ini,
definisi ijtithad pada umumnya dimulai dengan kalimat ‘mengerahkan’ (J%) atau ‘mencurahkan
segalanya’(¢)4x)). Para ulama yang memilih definisi dengan orientasi semacam ini antara lain
adalah: Ab0 Bakr al-Jashshash (w. 370 H), Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H), Imam
al-Ghazali (w.505 H), al-Fakhr al-Razi (w. 606 H), al-Amidi (w. 631 H), al-Qadhi al-Baidhawi
(w. 691 H), al-Kamal ibn al-Humam (w. 861 H), Ibn al-Najjar al-FutOhi (w. 972 H), dan

lain-lain.

Imam al-Ghazali (w.505 H) misalnya mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:
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“Perbuatan seorang mujtahid yang mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari
tahu tentang suatu hukum”.

Definisi yang lebih singkat seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Juwaini sebagai

berikut:

Al g e 3
“Mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu tujuan.”

Definisi senada misalnya juga dikemukakan oleh Imam al-Syaukani (w. 1250 H) yang

memberi pengertian ijtihad sebagai berikut:
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“Mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu hukum syar’i praktis melalui
jalan istinbath.”

Imadm Al-Syaukani (w. 1250 H) menjelaskan, penyebutan kalimat ‘melalui jalan
istinbath’ adalah guna menunjukkan perbedaan antara pola ijtihad dengan pencarian hukum
lainnya seperti pengambilan hukum langsung dari nas, atau pencarian hukum dengan bertanya
kepada mufti, atau mencari hukum dari kitab yang sudah ada, yang mana hal-hal tersebut tidak

dapat dikategorikan sebagai ijtihad.

Adapun definisi ijtihad yang dimulai dengan kata istifrdgh (mencurahkan segalanya)
misalnya dapat dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh Imam al-Qadhi al-Baidhawi

sebagai berikut:
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“Mencurahkan segala kemampuan untuk mengetahui hukum syar’i.”

Pakar usul fikih kontemporer, Muhammad Al-Barkati (w. 1395 H) mengetengahkan



definisi sebagai berikut:
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“Pencurahan kemampuan oleh seorang fagih untuk mencapai sesuatu yang zhanni dari
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hukum syar’i.

Definisi al-Barkati tersebut sama persis dengan pengertian yang dikemukakan oleh
‘pakar segala definisi’, Imam al-Jurjani (w. 816 H) dalam al-Ta 'rifdt. Adapun definisi yang lebih

kétat misalnya seperti yang dikemukakan oleh al-Amidi (w. 631 H) sebagai berikut:
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‘Mencurahkan kemampuan dalam mencari sesuatu yang zhanni dari hukum syariat
dengan usaha yang semaksimal mungkin sehingga tidak mampu lagi mengusahakan
yang lebih dari itu.”

Pengertian yang dikemukakan oleh Imam al-Amidi ini memberikan penegasan pada arti
penting ‘mencurahkan kemampuan sampai titik penghabisan’ sehingga seorang mujtahid tidak
mampu lagi melakukan yang lebih dari itu, hal ini guna menunjukkan bahwa ijtihad bukanlah

sesuatu yang dapat dilakukan secara main-main atau ‘asal jadi’.

Namun Syaikh Yasuf al-Qarddhawi menjelaskan bahwa definisi yang dikemukakan
oleh Al-Amidi tersebut pada prinsipnya agak ‘berlebihan’, sebab seorang mujtahid tidak dituntut
melakukan suatu ijtihad kecuali sebatas kemampuannya. Hanya saja, al-Qaradhawi
mengemukakan bahwa penyebutan definisi sedemikian rupa bertujuan untuk menutup jalan bagi
orang-orang yang selalu terburu-buru menetapkan suatu hukum tanpa suatu usaha yang
maksimal; atau mereka yang suka mencomot hukum dari sana sini tanpa melakukan pengkajian

terhadap dalil dan tanpa memahaminya secara mendalam, tanpa ber-istinbath di dalamnya serta



tanpa mengkaji dalil-dalil yang berlawanan.
¢ Orientasi pada sifat seorang mujtahid.

Berdasarkan orientasi ini, ijtihad dinisbatkan sebagai suatu kemampuan dan
kempmpunian yang dimiliki oleh seseorang sehingga dengan kemampuan itu ia dipandang layak
untuk berijtihad. Oleh karena itu, definisi ijtihad berdasarkan orientasi ini biasanya dimulai

dengan kata ‘suatu kemampuan’ (ASk),

Al-Qahthani menyebutkan bahwa orientasi semacam ini dapat dilihat dari berbagai
definisi yang dikemukakan oleh sebagian kecil ahli ushul fikih era modern dan juga sebagian

ulama syi’ah.

Misalnya dapat dilihat dari definisi berikut:
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“Suatu kemampuan dalam mengemukakan hujjah terhadap hukum-iukum syari’at,

ataupun perbuatan-perbuatan praktis, baik yang bersifat syar’i maupun ‘amali .”

Pengonotasian ijtihad sebagai sebuah kemampuan memberi isyarat bahwa pada
prinsipnya hanya orang-orang yang memiliki kemampuan tersebutlah yang boleh melakukan
ijtihad dan karenanya mereka digelari sebagai mujtahid, terlepas apakah mereka sedang

melakukan suatu perbuatan ijtihad atau tidak, kemampuan tersebut tetap melekat pada mereka.

Al-Qahthani memperkirakan bahwa orientasi kedua ini muncul disebabkan karena para
perumusnya berpandangan bahwa ijtihad pada dasarnya tidak dapat dilakukan secara parsial

(tajzi'ah al-ijtihad).

Selain kedua orientasi di atas, sebagian ulama fikih berpandangan bahwa ijtihad pada

hakikatnya adalah giyas, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam al-Syafi’i. Namun pandangan



ini secara tegas dibantah oleh Imam al-Ghazali, dan beliau menyatakan bahwa ijtihad lebih

umum dan lebih luas cakupannya daripada giyas.

Dari penjabaran tentang definisi ijtihad di atas, al-Qahthani mengintrodusir beberapa hal

yang penting sebagai berikut:

Pertama, bahwa pendefinisian ijtihad dengan orientasi pertama lebih tepat daripada
orientasi kedua, dengan argumentasi bahwa ijtihad dapat dilakukan secara parsial, dan bahwa

ijtinad itu‘sendiri merupakan bentuk mashdar, bukan kata sifat.

Kedua, bahwa dari sekian banyak definisi yang dikemukakan oleh mayoritas ahli usul
fikih, al-Qahthani berpendapat bahwa definisi yang dirumuskan oleh Imam al-Baidhawi
merupakan definisi yang paling konprehensif dan mendekati sempurna, dengan argumentasi

sebagai berikut:

o Perbuatan ‘mengerahkan kemampuan’ yang dikemukakan oleh Imam Baidhawi lebih
bersifat umum, di mana tidak dikaitkan antara ‘mengerahkan usaha’ dengan ‘faqih’ atau
‘mujtahid’ seperti yang dirumuskan oleh Imam Ghazali, al-Jashshash dan lain-lain. Hal ini
dipandang logis, sebab seseorang baru dapat dipandang sebagai mujtahid atau fagih apabila

ia sudah pernah berijtihad.

. Imém al-Baidhdwi juga tidak mempersempit objek ijtihad terbatas pada hukum-hukum

syar’i yang bersifat zhanni ataupun hukum yang dapat diketahui secara saintis (‘ilmi).

o Definisi yang dirumuskan Imam al-Baidhawi juga tidak memasukkan hukum-hukum yang
logis; konkret dan adat-istiadat sebagai ijtihad, sebab ketiga jenis hukum ini jelas tidak

termasuk dalam kategori ijtihad yang memerlukan pengerahan segala kemampuan.

o Definisi ijtihad rumusan Imam al-Baidhawi sudah mencakup segala jenis ijtihad, baik



ijtihad kolektif maupun ijtihad individual.

Sedangkan YUsuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa definisi yang paling komprehensif
adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Syaukani, karena selain mencakup empat alasan di
atas; definisi yang dikemukakan oleh al-Syaukani juga secara lengkap menyebutkan klausul
istinbath yang akan membedakan antara ijtihad dengan pola pencarian hukum lainnya: seperti
pengambilan hukum langsung dari nas, atau pencarian hukum dengan bertanya kepada mufti,
atau-mencari hukum dari kitab yang sudah ada. Dan penulis pun secara pribadi juga cenderung

menguatkan definisi ini.

Ketiga, bahwa makna lughawi dan makna ishthilahi dari ijtihad pada prinsipnya tidak
jauh berbeda, hal ini sebagaimana dalam definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Juwaini di

atas.

Keempat, bahwa yang dimaksud dengan hukum syar’i dalam definisi ijtihad di atas
mencakup segala hukum yang tidak terakomodir oleh nas-nas yang ada (Alquran dan Sunnah)

dan juga tidak terdapat dalam ijma’ para ulama.

Kelima, bahwa istilah ijtihad dapat pula disebut sebagai nazhar (meneliti). Dan istilah
nazhar ini-lebih dipilih oleh al-Qahthani, sebab dengan istilah ini cakupan pelaku ijtihad akan
lebih luas dan sudah mengakomodir para mujtahid muthlag, mujtahid mazhab dan lain

sebagainya.

Terlepas dari semua itu, ijtihad merupakan perbuatan dan usaha mulia yang bahkan para
Rasul Allah pun melakukannya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa mereka adalah manusia biasa

yang menggali potensi akal fikiran dalam mencarikan solusi bagi persoalan manusia.

o~ Dalil masyrii’iyyah ijtihad



Sebagai salah satu lembaga penting dalam penemuan hukum Islam, keabsahan atau
masyru’iyyah ijtihad didukung pada dalil-dalil yang jelas dalam agama, baik dari Alquran,

sunnah, ijma’ para sahabat, maupun dalil ‘aqli. Berikut beberapa di antaranya:
o Firman Allah swt.:
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Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran,
supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan
kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena
(membela) orang-orang yang khianat”. (QS. Al-Nisa: 105)

Ayat’ ini menegaskan bahwa Rasulullah saw. juga melakukan pengambilan kesimpulan
terhadap suatu hukum berdasarkan pendapatnya sendiri, dan hal tersebut merupakan
sebuah ijtihad, yang mana ketika kesimpulan tersebut salah, Allah swt. menurunkan wahyu
sebagai koreksi terhadapnya. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang

masyri ‘.

Seperti tercermin dari asbab an-nuzdl ayat di atas, yang mana ayat tersebut turun
berkenaan dengan sebuah peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang sahabat
bernama Thu'mah ibn Abrag, di mana ia mencuri sebuah baju besi dari tetangganya yang
bernama Qatadah ibn Nu’man, lalu ia menyembunyikan barang curian tersebut di rumah
seorang Yahudi bernama Zaid ibn Tsamin, sehingga orang-orang lantas menuduh bahwa si
Yahudi lah yang mencuri barang tersebut. Rasulullah saw. sendiri hampir saja
membenarkan tuduhan kepada Yahudi tersebut berdasarkan bukti-bukti yang tampak oleh
mata, dan hendak menghukumnya atas kesalahan yang tidak dilakukannya, hingga turunlah

ayat-ini sebagai pembebasan dari Allah swt. atas orang Yahudi tersebut. Dengan demikian,



kesimpulan yang pertama yang diambil oleh Rasulullah saw. tersebut adalah suatu hasil

ijtihad, sedangkan ayat yang turun setelah merupakan sebuah koreksi.

Ibn Jazi al-Maliki (w. 741 H) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di
kalangan ulama tentang kebolehan ijtihad setelah wafatnya Rasulullah saw., bahkan para
sahabat Rasulullah saw. pun berijtihad semasa beliau masih hidup dan beliau mengakui

ijtihad mereka.

ljtihad yang dilakukan oleh Rasulullah saw. menunjukkan sisi manusiawi (mazhé&hir

al-insaniyyah) pada diri beliau.
Firman Allah swt.:
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Artinya:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak
pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya
apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS.
Al-Taubah: 122)

Dalam ayat di atas, Allah swt. menegaskan bahwa kewajiban mendalami ilmu agama
(tafagquh), khususnya fikih, merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh
sebagian kaum muslimin, dan salah satu bentuk dari proses tafaqquh tersebut adalah

berijtihad menemukan hukum yang sedang menjadi masalah di tengah masyarakat.

Grand Syaikh al-Azhar, Imam Al-Maréaghi (w. 1371 H) menjelaskan bahwa standar
mintmal dari proses tafaqquh dan tafgih adalah menyampaikan hukum-hukum agama

kepada manusia yang wajib mereka ketahui agar terhindar dari kejahilan. Al-Maraghi



menyatakan bahwa usaha yang demikian adalah sepadan keutamaannya dengan mereka

yang berjihad di jalan Allah swt..

Firman Allah swt.:
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Artinya:

“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan
mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan
kaumnya. dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu”. (QS.
Al-‘Anbiya: 78)

Ayat di atas menggambarkan bahwa ijtihad merupakah perbuatan yang telah dilakukan
sejak para Nabi terdahulu. Al-Qurthubi (w. 671H) menjelaskan bahwa para Nabi juga
berijtihad, hanya saja Allah swt. melindungi mereka dari kesalahan dalam berijtihad

tersebut.

Firman Allah swt.:
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Artinya:

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari
kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama (Bani Nadhir). kamu tidak
menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng
mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan
kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah
melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka
dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian
itu)-untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”. (QS.
Al-Hasyr: 2)

Dalam ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kepada setiap muslim untuk mengambil

i’tibar dan pelajaran dari kejadian yang menimpa orang Yahudi yang kampungnya



dihancurkan oleh pasukan Rasulullah saw. dan oleh tangan mereka sendiri. Muhammad
Sayyid Al-Thanthawi menjabarkan bahwa i tibar adalah ‘menyeberang dari suatu perkara
ke perkara lain’ pengambilan i’tzibar bermakna memikirkan suatu perkara guna
dibandingnya dengan perkara lain untuk mencari sisi kesamaan dan perbedaan, misalnya
melithat kondisi orang lain untuk dibandingkan dengan kondisi diri sendiri agar tidak

mengalami yang serupa dialami orang tersebut.

Imém al-Aldsi (w. 1270 H) menegaskan bahwa ayat ini merupakan dalil yang tegas tentang

keabsahan giyas sebagai salah satu dalil dan proses ijtihad.

Di antara dalil dari sunnah Rasulullah saw. yang menegaskan tentang masyru ‘iyyah ijtihad
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abld Dawdd, Ahmad, Al-Darimi dan lain-lain sebagai

berikut:
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Artinya:

“Sesungguhnya ketika Rasulullah saw. hendak mengutus Mu’adz ibn Jabal ke negeri
Yaman, Rasulullah saw. bertanya: “Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara
Jika-dihadapkan kepadamu?”. Mu’adz menjawab: “Aku akan memutuskan berdasarkan
kitabullah”. Rasulullah saw. bertanya: “Bagaiamana jika tidak engkau temukan
hukumnya di dalam kitab Allah?”. Mu’adz menjawab: “Aku akan memutuskan
berdasarkan sunnah Rasulullah saw.”. Rasulullah saw. bertanya: ‘“Bagaimana jika
engkau tidak menemukan hukumnya di dalam sunnah Rasulullah saw.?”. Mu’adz
menjawab:  “Aku akan berijtihad menurut pendapatku, dan aku tidak akan
bermain-main”. Maka Rasulullah saw. lantas menepuk dadanya dan bersabda: “Segala
pujibagi Allah swt. Yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah saw. kepada
sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah saw.”. (HR. Abt Dawad [3592], Ahmad [22061,
221001, al-Darimi [170], al-Baihagi [20339], dlI)



Hadits di atas dengan tegas mengisyaratkan pentingnya ijtihad dalam menggali hukum
syariat terhadap peristiwa yang terjadi di tengah manusia. Muhammad Al-Azhim Abéadi
(w. 21329 H) menjelaskan, bahwa meski secara sanad, hadis yang masyhur di kalangan
ulama fikih ini tidak dapat dibuktikan kesahihannya secara berdiri sendiri, namun banyak
sanad lain yang mendukung hadis ini, dan secara muatan pun dapat dibenarkan karena
didukung oleh praktek para sahabat Rasulullah saw. yang melakukan ijtihad bahkan di

masa Rasulullah saw. masih hidup.

Sabda Rasulullah saw.:
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Artinya:

“Diriwayatkan dari Amru ibn Ash ra., sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw.
bersabda: “Apabila seorang hakim memutuskan suatu hukum, lalu ia berijtihad kemudian
ia benar dalam ijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala. Dan apabila seorang hakim
memutuskan suatu hukum, lalu ia berijtihad kemudian ia salah dalam ijtihadnya, maka ia
mendapat dua pahala”. (HR. al-Bukhéri [7352], Muslim [15])

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abld Dawdd dan lain-lain disebutkan:
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Artinya:

“Dari Abu Sa’id al-Khudri ra., ia bercerita: Ada dua orang pria melakukan suatu
perjalanan, kemudian masuklah waktu sholat sedangkan mereka berdua tidak memiliki air



untuk berwudhu, maka mereka pun bertayammum dengan debu yang suci, lalu keduanya
melakukan sholat. Setelah sholat, mereka kemudian menemukan air di waktu sholat
tersebut masih ada, maka salah seorang dari mereka berwudhu seraya mengulangi
sholatnya, sedangkan seorang lagi tidak mengulangi sholatnya. Setelah itu keduanya
mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan apa yang mereka lakukan kepada beliau.
Maka Rasulullah saw. berkata kepada yang tidak mengulangi sholatnya: “Engkau telah
sholat sesuai sunnah, dan sholatmu sudah mencukupimu”. Dan kepada pria yang
berwudhu mengulangi sholatnya, Rasulullah saw. bersabda: “engkau mendapatkan
pahala dua kali lipat”. (HR. Abla Dawad [338], al-Nasd'i [433], al-Darimi [771],
Al-Hakim [632])

Hadits di atas —seperti ditegaskan oleh Imam al-Shan‘ani- dengan tegas mengisyaratkan
kebolehan berijtihad, bahkan ijtihad itu telah dilakukan oleh para sahabat di masa

Rasulullah saw. masih hidup.

Dalil lainnya adalah ijma * para sahabat Rasulullah saw., yang mana mereka telah sepakat
tentang keabsahan ijtihad, apabila mereka menemukan suatu perkara yang tidak ada
hukumnya dalam kitab Allah ataupun di dalam sunnah Rasulullah saw., mereka pun

menggalinya melalui koridor ijtihad.

Di antara para sahabat yang paling popular dengan ijtihad-ijtihadnya adalah ‘Umar ibn
al-Khattab r.a. Ketika Beliau menjabat sebagai khalifah misalnya, begitu banyak pemikiran
yang beliau kemukakan dalam kerangka ijtihadi, misalnya beliau tidak memberikan bagian
zakat kepada orang yang baru masuk Islam (muallaf), padahal dalam Alquran surat
al-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa di antara golongan penerima zakat adalah
al-mu’allafatu quldbuhum. ‘Umar melakukan hal tersebut dengan pertimbangan bahwa
Islam sudah kuat dan orang-orang yang baru masuk Islam sudah tidak perlu diperlakukan
secara istimewa. Pada masanya, ‘Umar Ibn Al-Khatthdb juga mewajibkan zakat kuda,
meskipun di masa Rasulullah saw. hal itu belum ada. Hal itu didasari adanya perubahan

realitas sosial, di mana di masa ‘Umar kuda mulai diternakkan dan diperdagangkan. Ijtihad



‘Umar yang sering dijadikan rujukan dalam menyikapi hubungan antara hukum dan
realitas sosial di antaranya adalah ketika menyikapi kasus pencurian di masa paceklik
(masa kesulitan pangan), di mana ‘Umar tidak menerapkan hukum potong tangan dalam
kondisi tersebut, padahal sudah jelas tertera dalam Alquran, surat al-M&'idah ayat 38

bahwa pencuri wajib dipotong tangannya.

o Adapun dari dalil ‘aqgli, sudah tidak diragukan lagi bahwa ijtihad merupakan sarana untuk
mencari hukum syariat dalam suatu persoalan, yang mana mengetahui hukum syariat
tersebut adalah suatu kewajiban, dan sesuatu yang tidak tercapai tanpanya suatu kewajiban,

hukumnya pun menjadi wajib.

e Urgensi dan Hukum Ijtihad

Sebagaimana dijelaskan di awal, ijtihad merupakan jalan satu-satunya yang bisa
ditempuh dalam menemukan suatu hukum dalam agama terhadap peristiwa-peristiwa baru yang
terjadi di tengah ummat. Suatu hukum tidak boleh ditetapkan begitu saja tanpa suatu proses
ijtihad yang jelas dan mendalam. Oleh karena itu, tak bisa diragukan lagi bahwa ijtihad
merupakan lembaga penting dan amat dibutuhkan dalam Islam. Bahkan, sejak masa wahyu

masih turun, ijtih&d telah memiliki arti penting dan telah dipraktekkan.

Imam al-Syafi’i (w. 204H) dalam al-Risélah menegaskan tentang arti penting ijtihad

sebagai berikut:
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‘Setiap kali terjadi suatu persoalan baru pada seorang muslim, maka pasti ada suatu
hukum yang sudah pasti, atau dapat ditelusuri suatu dalalah dengan jalan yang benar.

Maka apabila sudah ada hukumnya yang pasti, maka hukum tersebut wajib diikuti,



namun apabila hukumnya belum jelas, maka wajib ditelusuri dalalah yang ada dengan
jalan yang benar melalui koridor ijtihad. ”

Ungkapan di atas mengisyaratkan ijtihad sebagai sesuatu yang dhardrah yang memiliki
urgensi yang tinggi sekaligus merupakan sebuah keniscayaan. Kemandekan ijtihad akan
membuat fikih Islam menjadi kaku dan tidak akseptabel. Akan fikiran manusia akan terbengkalai
dan menganggur akibat penghambatan ijtihad, yang mana kondisi akan menyebabkan umat
menjadi lumpuh dan terseok-seok dalam mengikut perkembangan peradaban manusia dan

kemajuan-dunia.

Dengan demikian, pintu ijtihad adalah gerbang yang selalu terbuka seiring munculnya
permasalahan-permasalahan baru (nawazil) yang senantiasa dihadapi umat seiring kemajuan
zaman. Bahkan, ijtihad merupakan sesuatu yang dhar(ri guna mencarikan solusi dari selaksa
persoalan nawazil tersebut. Menurut al-Dhuwaihi, tidaklah ijtihad dilakukan kecuali untuk tujuan
ini.

Jalaluddin al-Suydthi (911H) menyatakan bahwa ijtihad merupakan suatu kewajiban
kalektif (fardhu kifayah) dalam arti bahwa jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya,
maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Hukum ijtihad ini muncul sebagai konsekuensi dari
perubahan-zaman dan kondisi manusia yang tak terelakkan, perkara-perkara baru senantiasa
timbul dan dialami manusia, baik yang berkenaan dengan ibadah maupun mu ‘dmalah, dan semua
itu tidak bisa dibatasi atau dihentikan. Al-Suydthi lantas mengutip pernyataan Imam al-Zarkasyi
yang menegaskan bahwa jika seluruh penduduk muslim meninggalkan ijtihad tanpa seorang
pun yang peduli, maka kaum muslimin telah sesungguhnya telah menjerumuskan diri mereka ke
dalam bahaya yang amat besar. Demikian pula yang dikemukakan oleh Imam Al-Syaukani

(w.1250H) yang mengutip pandangan Ibn ‘Abd al-Barr yang menyatakan bahwa taglid —sebagai



Kebalikan dari ijtihad- merupakan suatu sikap yang merusak.

Di kesempatan lain, Imédm al-Suyathi menulis sebuah buku khusus menjelaskan tentang
pentingnya ijtihad dalam setiap masa, yang mana beliau menegaskan bahwa pada setiap zaman
haruslah ada seorang mujtahid yang bertugas sebagai pemecah persoalan yang dihadapi oleh
kgum muslimin di masanya. Dalam bukunya yang berjudul ‘al-radd ‘ala man akhlada ila
al-ardh wa jahila anna al-ijtihada fi kulli ‘ashr fardh’ tersebut menukil pandangan beberapa
ulama tentang wajibnya ijtihad di setiap masa, di antaranya seperti yang beliau nukil dari Iméam
al=Syafi’i, Abl Hasan al-Mawardi, al-Ruyani, al-Baghawi, Qadhi Husain, Ibn Suragah, Imam
alzHaramain al-Juwaini, Ab0 Hamid al-Ghazali, al-Rafi’i, Ibn Shalah, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd
al-Salam, Imam al-Nawawi, Ibn al-Rif’ah, Imam Badr al-Din al-Zarkasyi, lbn al-Hajib dari
ulama Hanafiyyah dan lain-lain. Di awal tulisannya tersebut, Imam al-Suy(thi amat
menyayangkan sikap banyak orang pada zamannya yang memusuhi ijtihad dan mencukupkan
diri dengan taklid. Sebagai bantahan, beliau menguraikan bahwa pandangan tersebut sangat
bertentangan dengan ajaran agama dan petuah para ulama terdahulu. Imém al-SuyQthi juga
menyebutkan bahwa tokoh pertama yang menentang taklid tersebut adalah Imam al-Syafi’i,
beliau mengutip perkataan al-Syafi’i yang menyatakan bahwa taklid hanya dibenarkan bagi
orang awam, sedangkan bagi mereka yang berilmu, hal tersebut tidak dibenarkan. Dan jika
seluruh penduduk suatu negeri bertaklid, mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan

besar karena meninggalkan sebuah fardhu kifayah: yaitu ijtihad.

Bahkan, Imam al-Shan‘ani (w. 1182H) menyatakan dengan tegas bahwa penghentian
atau pelarangan ijtihad merupakan suatu bentuk kufur nikmat kepada Allah swt. sebab Allah swt.
telah menganugerahkan kesempurnaan akal bagi manusia agar mereka mampu memahami dan

menangkap maksud dari firman-Nya serta memahami sunnah Rasul-Nya. Berangkat dari sini,



Imadm al-Shan’ani kemudian dikenal sebagai sosok anti taklid dan cukup longgar dalam
mengtapkan syarat-syarat ijtindd. Menurut beliau, pemahaman terhadap nas tidak mesti hanya
dilakukan-oleh orang-orang yang berkemampuan ekstra dalam bahasa Arab dan ushul fikih, tapi
siapa saja dapat menangkap makna dari kitab Allah swt. bahkan orang awan sekalipun, dan itu

merupakan salah satu bentuk nikmat dari Allah swt..

Mengingat betapa vitalnya lembaga ijtihad ini, tentu tidak semua orang dapat
melakukannya secara sembarangan. ljtihad hanya dapat dilakukan oleh para ahli dan pakar yang
tergolong ke dalam kelompok para mujtahidin. Diperlukan berbagai syarat dan dhawabith yang

harus terpenuhi agar seseorang dapat diterima sebagai seorang mujtahid.

Secara terperinci, Wahbah al-Zuhaili mengklasifikasi hukum ijtihad sesuai keadaan dan

kendisi sebagai berikut:

e~ Fardhu Kifayah. Inilah hukum asal dari ijtihad. Al-Syahristani (w. 548 H) menegaskan
dalam al-Milal wa al-Nihal, bahwa ijtihad merupakan suatu fardhu kifayah, sehingga bila
ada satu orang saja dalam suatu negeri dalam suatu masa yang melakukannya, maka
gugurlah kewajiban atas yang lain, namun jika semua mereka meninggalkannya, maka

mereka telah melakukan suatu kemaksiatan dan terjerumus pada suatu bahaya yang besar.

o~ Fardhu ‘Ain. Meski hukum asalnya fardhu kifayah, akan tetapi ljtihad bisa berubah

hukumnya menjadi fardhu ‘ain bagi seorang mujtahid dalam 2 kondisi, yaitu:

e Bila seorang mujtahid ingin menemukan hukum tentang sesuatu yang dialaminya
sendiri, dalam hal ini ia wajib berijtihad, sebab seorang mujtahid tidak dibenarkan

melakukan taglid.

e Bila seorang mujtahid ditanya tentang hukum suatu peristiwa yang mendesak,



sementara tidak da mujtahid lain selain dirinya yang berkompeten memberikan

jawaban.

Manddb. Ijtihad juga bisa menjadi mand(b bagi seorang mujtahid dalam dua kondisi, yaitu:

e Ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid sebelum terjadi peristiwa hukum guna

mengantisipasi ketika peristiwa itu terjadi.

e |jtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam rangka menjawab pertanyaan

masyarakat awam tentang suatu peristiwa yang berpotensi akan terjadi.

Haram. ljtihad bisa menjadi haram dalam dua kondisi, yaitu:

e Melakukan ijtihad ketika ada dalil nas yang gath’i serta menyelisihi nas tersebut.

e |jtihad yang dilakukan oleh seorang yang tidak cakap melakukannya, sehingga

menyebabkan orang terjerumus dalam kesesatan.

Makruh. Yaitu berijtihad tentang sesuatu yang kemungkinan besar tidak akan terjadi atau

mustahil terjadi.

Ja’iz.-Yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid terhadap peristiwa yang bisa saja

terjadi, dan waktu yang tersedia baginya amat luas.

Namun perlu digarisbawahi, bahwa ijtihdd bukanlah proses pensyariatan hukum

(tasyri),-tapi hanya sekedar proses penggalian dalam rangka penemuan hukum syar ‘i secara

zhanni.

o~ Rukun dan syarat-syarat Ijtihad

Dari penjabaran tentang definisi ijtihad tersebut di atas, ‘Iyadh al-Salami menyebutkan



ada 3 rukun yang menjadi unsur pokok dalam ijtihad, yaitu:
o Mujtahid, yaitu adanya mujtahid sebagai pelaku.

) Mujtahad fihi, yaitu adanya peristiwa yang memerlukan kejelasan status hukum melalui

istinbath.

o Nazhar atau badzl al-juhd, yaitu usaha atau proses yang dilakukan oleh mujtahid untuk

mencapai suatu kesimpulan hukum.

Sebagai lembaga yang sangat vital dan urgen, ijtihad tidak dapat dilakukan secara
serampangan dan dapat dilakoni oleh siapa saja tanpa ada standarisasi dan kapabilitias yang
memadai.-ljtihad hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berkompeten, dan baru dapat diakui

hasilnya jika berasal dari mereka yang memenuhi persyaratan sebagai pelaku ijtihad.

Mengingat betapa urgennya ijtihad ini, Imam al-Syathibi bahkan pernah menyatakan
bahwa pada hakikatnya seorang mujtahid tengah menjalankan salah satu peran seorang Nabi. Hal

int berdasarkan beberapa alasan, di antaranya:

Pertama, mujtahid merupakan pihak yang mewarisi ilmu yang diwariskan oleh Nabi
dan Rasul. Dalam hadis yang shahih yang diriwayatkan dari Abli Darda’ ra., Rasulullah saw.

bersabda:
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‘Sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para Nabi. Dan sesungguhnya para
Nabi itu tidak mewariskan uang emas dan perak, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka
siapa yang mengambilnya, maka ia sungguh telah mengambil bagian yang banyak .”
)HR. Abl Dawad [3641 , [Ibn Majah [223 ,[al-Tirmidzi [2682 ,[al-Darimi [354 ,|Ahmad
[21715]d11.(

Kedua, para mujtahid merupakan penerus Rasul dalam berkewajiban menyampaikannya



hukum kepada umat. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan:
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Artinya:

“Dari Abti Bakrah ra., disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda “Ingatlah, hendak

orang yang hadir memberitahu orang yang tidak hadir”. (HR. al-Bukhari [105] ,
Muslim [29])

Ketiga, para mujtahid merupakan para ahli yang menyingkap hukum-hukum syariat,
sekatigus berkewajiban menerangkan hukum-hukum tersebut kepada umat untuk kemudian
diikuti dan diamalkan. Dengan demikian, dalam hal ini posisi mujtahid dapat dikatakan sebagai
pengganti (khilafah) Rasulullah saw. Dan oleh karena itu pula, para mujtahid termasuk dalam
kategori ulul amri yang wajib ditaati, sebagaimana firman Allah swt.:
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Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul dan para ulul
amri di antara kalian...”. (QS. Al-Nisa": 59).

Oleh karena itu, para ulama telah merumuskan syarat-syarat tertentu agar seseorang
dipandang- layak untuk berijtihad. Hanya saja, persyaratan-persyaratan yang diajukan
masing-masing ulama tersebut kadang berbeda satu sama lain. Imam al-Ghazali misalnya
mensyaratkan dua hal, yaitu: menguasai seluk beluk syariat, serta harus memiliki sifat
al-‘adalah, yaitu pribadi yang jauh dari maksiat, di mana syarat yang kedua ini merupakan syarat

agar diterimanya pendapat mujtahid tersebut dan bukan sebagai syarat sah.

Sementara Imam al-Amidi mengemukakan 2 syarat yang berbeda, yaitu: seorang yang

mukallaf yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menguasai seluk beluk hukum syariat.

Sedangkan Imam al-Syathibi menyatakan ada 2 syarat seorang mujtahid, yaitu



mengetahui magdshid syari’ah secara sempurna, dan mampu beri-istinbath  berdasarkan

pemahamannya terhadap maqgashid syari ah tersebut.

Secara lebih sistematis, Maha al-Shaifi membedakan syarat-syarat ijtihad dalam dua
kategori, yaitu syarat-syarat subjektif (al-syurth al-syakhshiyyah), yaitu syarat-syarat yang
berkaitan dengan pribadi seorang mujtahid, serta syarat-syarat ilmiah (al-syurdth al- ilmiyyah),

yaitu-syarat-syarat yang terkait dengan kapasitas keilmuan seorang mujtahid, sebagai berikut:

o Syarat subjektif: taklif, ‘addlah, dan malakah (kemampuan).

o Syarat ilmiah / objektif: mengetahui dengan Alquran dan sunnah, mengetahui seluk beluk
bahasa Arab, mengetahui tentang ushdl dan furd’, mengetahui seluk-beluk magashid

syari’ah, serta memiliki pemahaman yang mendalam dan kemampuan ber-istinbath.

Dari sekian banyak persyaratan tersebut, Al-Qahthani menyimpulkan secara rinci 8

(delapan) syarat ijtihad yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid sebagai berikut:

Pertama, Mengetahui ayat-ayat hukum (ayat al-ahkéam) yang ada di dalam al-Qur’an,

meski tidak hafal di luar kepala. Dan tidak disyaratkan pula harus hafal seluruh isi al-Qur’an.

Sebagian ulama seperti Imam al-Ghazali, al-Razi dan al-Baidhawi memperkirakan
ayat-ayat hukum tersebut berkisar 500 ayat. Para ulama ini sepertinya mengikuti jejak Mugatil
ibn Sulaiman (w. 150 H) sebagai orang pertama yang mengintrodusir ayat-ayat ahkéam dalam
kisaran 500 ayat. Menurut Imam al-Zarkasyi, 500 ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat yang
secara tegas menjelaskan tentang suatu hukum, baik yang terdapat dalam kandungan ayat itu

sendiri, maupun yang disandingkan dengan ayat lain.

Kedua, Mengetahui tentang hadis-hadis hukum, baik secara lughawi maupun syar’i.

Dan tidak-disyaratkan pula menghafal seluruh hadis tersebut, tapi cukup mengetahui posisinya



Ketika untuk dirujuk ketika diperlukan.

Menurut Imam al-Mawardi, jumlah hadis-hadis hukum tersebut sekitar 500 hadis.
Sedangkan Ibn al-‘Arabi memperkirakan sekitar 3000 hadis. Sedangkan dalam sebuah riwayat
dari dmam_Ahmad, disinyalir bahwa beliau pernah menyatakan bahwa jumlah pokok hadis yang
terdapat dalam sunnah berkisar sekitar 1200 hadis. Namun demikian, al-Qahthani menyatakan
bahwa hitung-hitungan ini pada dasarnya tidak pasti dan mendetail, sebab hadis-hadis hukum
banyak tersebar di dalam kitab-kitab hadis, dan yang penting bagi seorang mujtahid adalah
mengetahui keberadaan hadis-hadis tersebut sehingga ia tidak merujuk pada dalil ‘aq/i karena

ketidaktahuannya akan hadis tersebut.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah seorang mujtahid harus mengetahui tentang

sanad hadis, sehingga ia bisa membedakan antara hadis-hadis yang sahih dan yang tidak sahih.

Ketiga, mengetahui nasikh dan mansdkh, baik yang terdapat di dalam Alquran maupun

sunnah. Hal ini guna menghindari ber-istidlal dengan dalil yang sudah di-mansikh.

Keempat, mengetahui seluk beluk ijma’, sehingga ia tidak memproduksi hukum yang
betentangan dengan ijma’ tersebut. Dalam hal ini, tidak diharuskan untuk menghafal seluruh
ijma’ tersebut, tapi hanya sekedar pengetahuan untuk memastikan fatwanya tidak bertentangan

dengan ijmad’.

Kelima, mengetahui seluk beluk giyas, syarat-syaratnya, ‘illat hukum, serta cara-cara
ber-istinbath dari giyas. Bahkan, Imam al-Syafi’i secara tegas menyamakan ijtihad itu sendiri

dengan giyas.

Keenam, mengetahui ilmu bahasa Arab, baik dari segi nahwu, sharf, madni, bayan dan

lain sebagainya. Sebab, sumber hukum dalam Islam, yaitu Alquran dan Sunnah termodifikasi



dalam bahasa Arab.

Terkait syarat ini, Imam al-Syathibi memiliki perspektif yang berbeda, yang mana
beliau membedakan antara mujtahid magéashidi dan mujtahid nushdsh. Bagi seorang mujtahid
nasash, Imam al-Syathibi menegaskan bahwa seorang mujtahid harus benar-benar mumpuni dan
menguasai seluk beluk bahasa Arab, kalau perlu seperti halnya kemampuan para pakar seperti
al=Khalil ibn Ahmad, Sibawaih, al-Akhfasy, al-Jarmi, al-Mazini, dan lain sebagainya. Namun

bagizmujtahid magashidi, prasyarat memiliki kemampuan bahasa arab tidak begitu urgen.

Ketujuh, mengetahui ilmu ushdl figh dengan segala seluk beluknya, mengingat bahwa

ushul fikih- merupakan pilar utama dalam ijtihad.

Urgensi urgensi ilmu ushul fikih, Imédm al-Razi mengatakan bahwa ilmu paling penting
yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid adalah ilmu ushul fikih. Sedangkan ilmu-ilmu lainnya

adalah tidak sepenting itu.

Hal senada juga ditegaskan oleh Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa ilmu ijtihad
pada pokoknya mencakup tiga bidang disiplin ilmu, yaitu ilmu hadis, ilmu bahasa, dan ilmu

ushal fikih.

Kedelapan, Mengetahui seluk beluk magdshid sya’riah secara umum guna
meng-istinbath suatu hukum, sebab memahami suatu nas dan menerapkannya dalam suatu
perkara sangat bergantung pada pemahaman akan magdshid syariah tersebut. Dengan demikian,
seseorang.yang hendak meng-istinbath suatu hukum syar’i dari sebuah dalil, maka ia wajib
mengetahui rahasia-rahasia serta tujuan dibalik sebuah pensyari’atan hukum, sebab satu dalil
dapat memiliki banyak makna dan aspek sehingga salah satu di antaranya yang paling mendekati

tujuan-tujuan pensyari’atan dapat dipilih atau di-tarjih. Hal ini pula yang melatarbelakangi



mengapa Imam al-Syathibi menempatkan syarat ini sebagai syarat pertama dalam ber-ijtihad.

Sejalan dengan itu, Ibn Qudadmah menegaskan bahwa seorang mujtahid haruslah

mengetahui detail-detail dari magashid syari’ah yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah.

Kedelapan syarat di atas hendaklah terpenuhi dalam diri seorang mujtahid. Memang,
sebagian ulama mengemukakan syarat-syarat yang lain seperti: mengetahui cabang-cabang ilmu
fiking harus laki-laki, merdeka (bukan budak) dan lain sebagainya, namun menurut al-Qahthani,

semua syarat tambahan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima.

e Lapangan ljtihad

Secara umum, lapangan ijtihad adalah hukum-hukum syar’i yang sifatnya zhanni, baik
zhanni di segi tsubdt ataupun zhanni secara dalélah. Adapun secara rinci, lapangan ijtihad

sedapat dibedakan ke dalam dua lapangan utama, yaitu:

e Dalam suatu peristiwa yang tidak ada nas tentangnya sama sekali.

e Dalam suatu peristiwa yang ada nas tentangnya, akan tetapi nas tersebut tidak

qath’i.

o Pembagian jenis ljtihad

Selama penggalian hukum beracuan pada dalil-dalil zhanni, maka proses penggalian
hukum tersebut adalah ijtihad. Dengan demikian, ditinjau dari substansi dalil dan istinbath di
dalamnya secara umum, maka ijtihad pada dasarnya tidak mengenal jenis pembagian, dalam arti
bahwa selama penggalian hukum itu dilakukan terhadap sesuatu yang zhanni, maka hal tersebut

adalah ijtihad.

Imam al-Syafi’i menyatakan bahwa ijtihad itu adalah segala jenis istinbath dan qiyas.



Dalam al-Risalah, beliau menyatakan giyas dan ijtihad sebagai dua nama yang mengandung
makpa yang satu ()5 (=el lewl), Hal ini dapat dimaklumi, sebab beliau berpendapat bahwa
seluruh dalil zhanni di luar Alquran, sunnah dan ijmd’ disebut sebagai giyas yang bertumpu pada
penemuan ‘illat dari suatu hukum, yang dalam prosesnya kemudian dijabarkan oleh al-Ghazali

(w.505 H) melalui tiga langkah yaitu: takhrij al-manéath, tangih al-manath dan tahqiq al-manath.

Seiring banyaknya variasi dalil zhanni yang digunakan dalam istinbath, seperti istihsan,
perbuatan. penduduk madinah, al-urf, syar’u man qablana, al- mashlahah al-mursalah, sadd
al=dzara’i dan lain sebagainya, maka kecenderungan para mujtahid dalam memprioritaskan dan
mengoptimalkan salah satu atau beberapa dalil di atas yang lainnya memunculkan klasifikasi

ijtindd berdasarkan kecenderungan tersebut.

Menurut Muhammad Saldm Madk{r —sebagaimana dikutip oleh al-Hafnawi —, ditinjau

dari prosesnya, ijtihad dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

o ljtihad bayani, yaitu pengerahan kemampuan oleh seorang mujtahid dalam rangka
menemukan maksud dari suatu nas, baik yang bersifat zhanni al-tsubdt maupun zhanni

al-dilalah.

Hal -ini menunjukkan bahwa ketika ada nas pun, ijtihad tetap diperlukan, yaitu dalam
rangka menemukan maksud dari nas tersebut yang sudah pasti melahirkan berbagai
interpratasi. Dalam  hal ini  seorang mujtahid melakukan tarjih  atas

pemahaman-pemahaman yang ada.

o Ijtihad qiyasi, yaitu pengerahan kemampuan oleh seorang mujtahid atau fagih untuk
menemukan suatu hukum yang tidak ada nasnya, baik yang gath i maupun zhanni, dan

juga tidak ada ijma‘ tentangnya. Ijtihad dalam pola ini biasa dilakukan melalui proses qiyas



ataupun istihsan.

J ljtih&d istishlahi, yaitu pengerahan kemampuan oleh seorang mujtahid dalam menemukan
hukum syariat melalui penerapan kaidah-kaidah umum (al-gawd ‘id al-kulliyyah) yang

dikandung dalam syariat, baik yang sifatnya jalb al-mashlahah ataupun daf* al-mafsadah.

Syaikh Ydasuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa dalam rangka menjawab tantangan
dalam menghadirkan hukum Islam (hukum fikih) dalam format yang kontemporer tentunya
diperlukan‘ijtihad yang kontemporer pula, dalam hal ini YUsuf al-Qaradhawi menawarkan format

ijtihad sebagai berikut:

o ljtihad tarjihi intiga’i, yaitu ijtihad dengan cara memilih suatu pendapat dari beberapa
pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan

putusan hukum.

e" [jtihdd ibdd’i insya’i, yaitu ijtihad dengan pola pengambilan konklusi hukum dari suatu
persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seseorang
mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum
ditemukan di dalam pendapat ulama salaf. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu
berselisih pendapat sehingga terkutub pada dua pendapat, maka mujtahid masa Kini

memunculkan pendapat ketiga.

e Integrasi antara jjtihdd intiga’i dan insya’i. Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah
ijtihad perpaduan antara intigd’i dan insyd’i, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu
yang “dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah

unsur=unsur ijtihad baru.

Sedangkan ditinjau dari aspek fokus seorang mujtahid, Muhammad Salim ibn Dada



menyebutkan bahwa ijtihad dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu:

Ijtih&d tarjihi, yaitu ijtihad yang berfokus pada penelitian terhadap nas-nas syariat dalam
suatu tema (maudhu’) tertentu dengan memperhatikan aspek ketetapan (tsubdt) dan dalalah
dari nas-nas tersebut untuk kemudian diurutkan dan diunggulkan salah satu nas atas yang

fain ketika terjadi pertentangan (¢a ‘arudh) dalam kedua aspek tersebut.

fjtihad istinbathi, yaitu ijtihad yang berfokus pada memahami suatu nas, baik dalam
menggali hukum furu’ yang terperinci melalui metode istinbath, ataupun menggali suatu

ushul dan ga idah kulliyyah melalui metode istigra .

ljtihdd qiyasi, yaitu Ijtihad yang berfokus pada pencarian ‘illat (ratio legis) dari suatu
hukum, baik melalui tangih al-manath (seleksi ‘illat) ataupun atau pun takhrij al-manath

(ekstraksi ‘illat).

Ijtihad tanzili, yaitu ijtihad yang berfokus pada penentuan suatu hukum atas mukallaf dengan
hukum-hukum yang telah tsabit dengan memperhatikan kesamaan ‘illat yang ada. Sama
seperti ijtihad giyasi, fokus ijtihad ini juga bertumpu pada ‘illat, bedanya ‘illat tersebut tidak
perlu:digali, akan tetapi telah ada dan telah ditentukan, serta hanya memerlukan suatu
pembuktian kesamaannya atau tidak (tahqiq) dengan peristiwa baru yang terjadi. Ulama

kontemporer mengistilah ijtihad ini sebagai figh al-wdgi’ (fikih realitas).

ljtihad- magashidi, yaitu ijtihAd yang mengoptimalisasikan dan mengedepankan fungsi
magashid syariah dalam menentukan suatu hukum syariat. Pembahasan tentang ijtihad

magashidi akan dikupas secara tersendiri sebagaimana tertuang di bagian di bawah ini.

Tinjauan Terhadap Ijtihdd Magashidi



e Definisi Ijtihad Maqgashidi

Seperti telah dijelaskan di atas, Ijtihdd merupakan upaya mengerahkan kemampuan
gina, menemukan suatu hukum syariat dalam suatu persoalan. Ijtihdd merupakan metode
penemuan_hukum Islam yang bertujuan untuk menggali dan mencari jawaban atas berbagai
peérmasalahan hukum Islam, sekaligus merupakan sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi
perkembangan zaman yang senantiasa melahirkan problematika baru (nawazil) di dalam

kehidupan manusia.

Adapun magashidi merupakan kata sifat yang terambil dari kata al-magashid (~<lsdll)
yang merupakan bentuk plural dari kata al-magshad (~=2.l'), yang mana kata ini adalah mashdar
mimi dari asal kata kerja qashada (~<% yang memiliki banyak arti, di antaranya: mendatangi
sesuatu (s okal), lurusnya jalan (&bl 4ddin), adil dan seimbang (Jadl b sills). Secara
sederhana, kata magshad dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ‘tujuan’.

Dengan demikian, kata magéashid dapat bermakna: tujuan-tujuan.

Adapun magashid yang dimaksud dalam istilah ini adalah magéashid al-syariah, yaitu
tujuan-tujuan tertentu yang menjadi sebab ditetapkan hukum syariah demi mewujudkan
kemaslahatan manusia. Dari sini tergambar bahwa ijtihad magashidi merupakan konsep ijtihad
dengan proses penemuan hukum Islam melalui optimalisasi dan pendayagunaan tujuan-tujuan
pensyariatan hukum Islam itu sendiri. Terkait hal ini, al-Raysini mendefinisikan ijtihad

magashidi.sebagai:
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‘Mengahadiran magéashid al-sydri‘ah Islam dan memperhitungkan sebagai
pertimbangan dalam segala proses analisa dan interpretasi oleh seorang faqih, tidak
hanya di bidang sydri ‘ah saja, tapi juga di segala bidang ilmiah dan amaliah. ”



Dari definisi ini, al-Banani menegaskan bahwa menghendaki adanya elaborasi antara

pemahaman nas dengan realita (wdgi’) dalam waktu bersamaan.

Sementara Ndruddin Mukhtér al-Khadimi mendefinisikan ijtihdd magashidi secara

lebik ringkas sebagai berikut:
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“Mendayagunakan magqashid syari’ah dan mengoptimalisasikannya dalam kerangka

ijtihad fikih”.

Definisi lain yang dikemukakan para pakar tentang ijtihad magashidi juga tak jauh
berbeda, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Abdul Salam Sa’id —sebagaimana dikutip oleh
Maha al-Shaifi- sebagai berikut: “Optimalisasi nalar dalam menjelaskan tujuan-fujuan Syari’
dalam semua nas dan hukum, mengeksplorasi makna-maknanya serta menyibak tujuan-tujuan

Syari’ dalam menetapkan hukum”.

Dari beberapa definisi di atas, Maha al-Shaifi lalu mengemukakan suatu formulasi bagi

definisi ijtihad magashidi sebagai berikut:
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“Mengerahkan kemampuan dalam menetapkan suatu hukum syariat, sesuai dengan

tujuan-tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam syariat dengan
mempertimbangkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.”

Dari definisi di atas, tampak bahwa pada prinsipnya domain ijtihdd magashidi tidak
berbeda dengan domain ijtihad lainnya, yaitu sama-sama bersubstansi pada pengerahan
kemampuan untuk menemukan suatu hukum syar’i. Namun ada unsur penting dalam ijtihad

magashidi- yang membedakannya dengan konsep ijtihad lain, yaitu impresi atau penekanan



dalam aspek maqashid al-sydri ‘ah.

Dalam menggali sebuah dalil misalnya, baik dai nas maupun dalil lain, penalaran ijtihad
magashidi. tidak langsung menyimpulkan hukum dari nas yang ada, tapi terlebih dahulu
menemukan magashid yang terkandung dari nas tersebut, baru setelah menyimpulkan hukum
berdasarkan magashid tersebut. Begitupun dalam dalil selain nas, misalnya dalam qiyas, fokus
seorang mujtahid tidak cukup pada penggalian ‘/lat dari suatu hukum, tapi lebih jauh dari itu,
ijtihad magéshidi berusaha menggapai unsur paling substansial yang ada di balik illat tersebut,

yaitu magashid al-Sydri  yang menjadi asas dari semua hukum syariat.

Dengan kata lain, ijtihdad magéashidi adalah ijtihad yang mendalam melampaui dari
sekedar ijtihad tekstual (mengistinbath hukum dari nas) yang terbatas pada pencarian terhadap
kata-kata (lafaz) yang tertuang di dalam nas. Terkait perbedaan ini, Imam al-Syéathibi
menjelaskan — sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam penjelasan tentang syarat-syarat

ijtindd — sebagai berikut:

“ljtihéd, jika (hanya) dikonsentrasikan pada istinbath dari nas-nas yang ada, maka
seorang mujtahid dalam hal ini harus menguasai bahasa Arab secara mendalam.
Namun jika ijtihad tersebut berkaitan dengan penggalian makna yang berkenaan
dengan mashlahah ataupun mafsadah yang terlepas dari kehendak nas-nas yang ada,
atau terlepas dari perspektif mujtahid nas, maka mujtahid tersebut tidak diharuskan
memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam, tapi yang harus dia miliki adalah
pengetahuan tentang maqdshid syari’ah, baik secara umum maupun terperinci”.

Sebagian pakar Ushul kontemporer seperti Jamal al-Din Athiyyah beranggapan bahwa
ijtihdd magashidi sebenarnya bukan konsep baru. Menurutnya, istilah ini tak lain merupakan
frasa baru-yang memiki makna yang sama dengan konsep mashlahah mursalah atau istishlah

yang telah dikenal oleh para ulama ushul fikih terdahulu. Jadi, terminologi ini hadir sebagai

pengembangan istilah saja, sedangkan substansi dan muatannya tetap tidak berubah.



e Makna Magashid al-Syari‘ah

Seperti terungkap di atas, magashid syariah merupakan titik sentral dari ijtihad
magashidi. Domain kedua istilah ini pada prinsipnya sama dan merupakan dua sisi mata uang
yangterpisahkan, di mana ijtihdd maqgashidi berbicara dalam tataran formil/teknis, dan magashid

syartah berbicara pada materil/konten.

Magashid syari' ah terdiri dari dua suku kata, yaitu magashid dan sydri’ah. Sebelumnya

telah dijelaskan tentang makna magashid, baik secara lughawi maupun ishthilahi.

A Ak

Adapun al-sydri ‘ah secara bahasa berasal dari kata syara’a () yang bermakna jalan ke
sumber air. 1bn Faris (w. 395 H) dalam Magayis al-Lughah menyebutkan bahwa makna dasar
dari rangkaian huruf syin, ra dan ‘ain (¢<) adalah sesuatu yang terbuka di penghujungnya, dan
dari sinilah diambil kata al-sydri‘ah yang bermakna sumber air. Bernard Weiss mencoba
menghubungkan makna ini dengan fakta bahwa jalan menuju air adalah seluruh ‘cara hidup’ di

lingkungan padang pasir gersang.

Dalam Alquran, terdapat lima ayat yang mengandung kata dari rangkaian huruf syin, ra
dan ‘ain (z,2) baik itu syara’a [QS. Al-Sydra: 13] dan syara’n [QS. Al-Sydra: 21] yang
bermakna: ‘menjelaskan’, syurra’a [QS. al-A’raf: 163] yang bermakna ‘dekat dan nyata’, serta
syir’ah [QS. al-Ma’idah: 48], dan al-sydri‘ah [QS. Al-Jatsiyah: 18] yang bermakna ‘jalan’.
Al-Azhari-(w. 370 H) mengutip pernyataan al-Farra’ dan al-Qutaibi bahwa makna al-sydri‘ah

dalam ayat-ayat tersebut juga dapat dimaknai sebagai: agama, millah, minh4j atau mazhab.

Sedangkan al-sydri‘ah secara isthilahi adalah segala sesuatu yang disyari’atkan oleh
Allah swt. berupa hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Alquran, sunnah dan

dalil-dalilHainnya berupa ijma’, qiyas dan sebagainya.



Yasuf al-Qaradhdwi membedakan antara syariah dengan fikih. Beliau menyatakan
bahwa al-sydri‘ah adalah tujuan, sedangkan fikih adalah jalan mencapai tujuan tersebut. Jalan
boleh saja berbeda, tapi sasaran dan tujuan tetap sama. Perbedaan jalan adalah konotasi dari
banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama fikih, yang mana keseluruhannya mengarah

pada-sasaran yang sama.

Istilah al-sydri‘ah sering juga dikonotasikan dengan istilah lain yang bertujuan
menghadirkan pendekatan pemahaman, seperti misalnya ‘hukum Islam’ dalam sebutan bahasa
Indonesia, atau juga ‘islamic law’ dan ‘al-gandn al-islami’ dalam pendekatan peneliti Barat dan

lain sebagainya.

Para ulama terdahulu yang membahas tentang magashid tidak memberikan suatu
definisi (ta rif) atas istilah maqgashid al-sydri‘ah. Hal tersebt terjadi barangkali karena mereka
umumnya membahas magashid sebagai bagian dari salah satu bab dalam ushdl fikih semisal bab
‘iHat atau bab mashlahah. Bahkan, Imam al-Syathibi sekalipun mengulas magashid dalam kitab
khusus, namun beliau juga tidak memberikan suatu pengertian bagi pembacanya. Pengertian
maqashid al-sydri‘ah baru dapat ditemukan dalam buku yang ditulis peneliti magashid di era
mutakhir, misalnya seperti yang diketengahkan ole ‘Allal al-Fasi yang mendefinisikan magéshid
al=sydri‘ah sebagai tujuan-tujuan hukum atau sasaran akhir yang ditetapkan oleh Sydri‘ pada
setiap hukum, ataupun seperti definisi yang dikemukakan oleh al-Rays(ni, yaitu sebagai
tujuan-tujuan tertentu yang menjadi sebab ditetapkannya hukum syariat demi mewujudkan

kemaslahatan manusia.

Tak jauh berbeda, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid al-sydri‘ah sebagai
makna-makna (al-ma’dni) dan tujuan (al-ahdaf) yang dapat diperhatikan dengan jelas dalam

seluruh atau pada sebagian besar hukum syara’. .



Sementara Ndruddin Mukhtar al-Khadimi memberi pengertian maqgashid al-syari‘ah
sebagai rangkaian makna yang terkandung dalam hukum syariat, baik yang bersifat hukum
parsial (hukm juz 1) maupun kemaslahatan umum (mashalih kulliyah) atau pun tipologi kebaikan
global (siméat ijméaliyyah) yang keseluruhannya memiliki sasaran yang sama, yaitu sebagai

penegasan-'ubldiyah dan pencapaian kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat.

A Ag

Dalam beberapa literatur, maqgashid al-sydri‘ah terkadang disebut juga sebagai
maqashid_ al-tasy’ri yang memberi penekanan lebih pada proses dari pada hasil. Imam
al=Syathibi yang dikenal sebagai Syaikh al-Magéashid luput memberi pengertian magashid
alzsyari‘ah dalam kitabnya al-Muwafaqéat, barangkali beliau menganggap bahwa pengertian

istilah ini sudah sangat jelas sehingga tak perlu lagi didefinisikan.

Dari jabaran epestimologis di atas, tampak sebuah benang merah yang menjadi garis
kesepakatan bahwa magashid al-sydri ‘ah mempunyai pengertian, orientasi dan tujuan yang sama
walaupun dengan ungkapan narasi yang berbeda yaitu segala tujuan-tujuan tertentu yang menjadi
dasar ditetapkan hukum syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik
dengan jalan menarik manfaat (jalb al-manfa‘ah) maupun menghindari kerusakan atau

kemudaratan (daf” al-mafsadah/al-madharrah).

e Jenis-jenis Maqashid al-Sydri‘ah

A Ag

Menurut Nu’man Jughaim, ditinjau dari cakupannya maqgéashid al-sydri‘ah terdiri dari
tiga jenis, yaitu magdshid ‘dmmah, magashid khashshah dan magashid juz'iyyah. Adapun
magqdshid-‘ammah adalah segala makna dan hikmah yang dapat dilihat dalam seluruh atau
sebagian besar hukum syariat. Contohnya adalah seperti fithrah, kelapangan (al-samahah),

kemudahan (al-yusr) dan lain sebagainya.



Agar suatu magashid ‘ammah dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum, maka

harus dipenuhi 4 dhawabith atau syarat keabsahannya sebagai berikut:

Al-tsubdt, yang berarti bahwa magéashid tersebut hanya pasti atau mendekati pasti setelah

dilakukan penggalian terhadapnya.

o Al-zhuhdr, yang berarti bahwa magashid nyata dan tidak diragukan lagi eksistensinya oleh
para mujtahid. Misalnya, bahwa memelihara jiwa/nyawa manusia merupakan magashid

dari disyari’atkannya hukuman gishéash.

o Al-indhibath, yang berarti bahwa maqgashid tersebut terukur dan memiliki batas-batas yang
jelas, tidak berlebihan sehingga manusia tak mampu mengaplikasikannya, dan tidak pula

terkurang sehingga hukum syariat kehilangan wibawanya di mata manusia.

o Al-athrad, yaitu bahwa maqashid tersebut memiliki keseragaman pemahaman walau

diterapkan di tempat dan waktu yang berbeda.

Adapun magéashid khashshah adalah makna dan hikmah yang dapat dilihat dalam
seluruh atau sebagian bab dalam hukum syariat. Sedangkan magdshid juz iyyah adalah hikmah

dan rahasia yang dijaga oleh Sydri “ dalam setiap hukum juz’i.

Dalam al-Muwafagat, Imam al-Syéatibi membagi magashid dalam dua bagian penting,
yakni maksud pembuat syariat (gashd al-Syari'), yaitu tujuan-tujuan Tuhan selaku pembuat
syariat, dan maksud manusia (gashd al-mukallaf), yaitu tujuan manusia selaku pihak yang
dibebani syariat. fokus tujuan awal adalah tentang bagaimana Tuhan menetapkan syariat-Nya
dengan tujuan agar dapat dipahami manusia serta agar mereka melaksanakannya. Sedangkan
pada tujuan kedua adalah agar manusia mampu memahami esensi hikmah syariat tersebut dan

berolen kemaslahatan. Dari sini dapat diketahui bahwa suatu taklif adalah suatu persesuaian



(muthabagah) antara gashd al-mukallaf dengan gashd al-Syari', dan ketika dua hal tersebut tidak

bertemu maka taklif tersebut dinilai tidak benar.

Kedua magashid ini selanjutnya mengarah pada satu titik, yaitu al- mashlahah yang
terejawantah dalam pemahaman bahwa segala aturan dan hukum syariat ditetapkan hanyalah
untuk kemaslahatan manusia, yaitu dalam rangka menarik manfaat (jalb al-manfa’ah) maupun
menghindari kerusakan atau kemudaratan (daf” al-mafsadah/al-madharrah). Karenanya tidak
mengherankan apabila banyak pakar menyebutkan bahwa konsep magashid yang dibangun
al=Syathibi sebenarnya tak lain adalah konsep mashlahah mursalah yang digagas oleh Imam
Malik!

Adapun mashlahah yang akan diwujudkan itu menurut al-Syathibi terbagi kepada tiga
kategori atau tingkatan, yaitu dhardriyyah, hajiyah, dan tahsiniyah (kadang disebut juga oleh
al=Syathibi sebagai takmiliyyah). Adapun kategori dhardriyyah merupakan pokok atau asal
(al-ashliyyah) dari segala mashlahah, sedangkan hajiyah, dan tahsiniyah disebut al-Syéathibi
sebagai pendukung, pelengkap dan penyempurna (al-mukammilah), pembanding, pengikut, yang
dipertimbangkan secara hierarkis dan berurutan. Selanjutnya ketiga maslahat ini disebut oleh

al=Syathibi sebagai al-kulliyat atau al-kulliyyat al-tsalatsah.
e Dharlriyyat

Adapun kategori dhar(riyyah merupakan kemaslahatan mendasar atau primer yang
harus dipenuhi dalam rangka melindungi keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di
akhirat, yang mana apabila hal ini diabaikan akan berdampak pada sirnanya kemaslahatan dunia,
atau menjerumuskan manusia dalam kebinasaan, kematian, hilangnya keselamatan dan
ketenteraman. Al-Syathibi menegaskan: bila kemaslahatan dhar(riyyah ini ada, maka ia harus

dipertahankan, dan bila belum wujud, maka ia harus diadakan.



Menurut al-Syéathibi, ada 5 (lima) mashlahah pokok yang termasuk dalam kategori

dharlriyyah ini yang disebut sebagai al-kulliyyat al-khams, yaitu:

Memelihara agama (hifzh al-din), beberapa hukum terkait magéashid ini antara lain adalah
memerangi orang Kkafir harbi dalam rangka mempertahankan agama, memerangi orang
murtad dan mereka yang menolak membayar zakat seperti yang dilakukan oleh Ab{ Bakar

ra.

Memelihara jiwa (hifzh al-nafs), berdasarkan magéahsid ini maka disyariatkan hukuman
qgishésh.
Memelihara keturunan/nasab (hifzh al-nasl), berdasarkan magashid ini maka diharamkan

zina dan ditetakan hukuman bagi pelakunya.

Memelihara harta (hifzh al-mal), berdasarkan magashid ini maka diharamkan pencurian
dengan penetapan potong tangan bagi pelakunya, dan disyariatkan pula penggantian

(dhaman) bagi mereka yang merusak harta milik orang lain.

Menjaga akal (hifzh al-‘agl), berdasarkan magashid ini maka diharamkan minuman keras

dan ditetapkan hukuman pelakunya.

Al-Syathibi menyatakan bahwa kelima kategori dhardriyah di atas sebagai sesuatu yang

pasti (qgath’i / maqthii’an bihi) yang diperoleh bukan hanya dari satu dalil, tapi dari rangkaian

dalil secara mutawatir ma nawi.

Al-Mardawi (w. 885 H), seorang pakar ushdl dari kalangan Hanabilah mengklaim

bahwa kelima pokok dhardriyyah di atas diajarkan dalam seluruh agama (millah), ia menukil

pandangannya ini dari al-Ghazali dan al-Syathibi sendiri dalam al-Muwafagat.

Al-Syathibi bukan pakar pertama yang berbicara tentang al-kulliyyat al-khams, teori ini



diadopsi oleh a-Syathibi dari pemikiran al-Juwaini dan al-Ghazali ketika membahas tentang

kemaslahatan abstrak (al- mashlahah al-mauhimah) .

Sementara, sebagian pakar ushul mengulas tentang al-kulliyyat al-khams ini bukan
bahasan mashlahah, tapi pada pembahasan munasabah di bab giyas, seperti yang dilakukan
alelspawi (w. 772 H) dalam Nihayah al-Sal. Al-Saniki (w. 926 H) menegaskan bahwa salah satu
masalik al-‘illah adalah al-munasabah yang disebut juga sebagai al- mashlahah atau ri’dyah

al-maqgashid.

Selain lima dhardriyyat di atas, beberapa pakar magashid seperti Imam al-Thafi (w. 716
H) dan al-Qarafi (w. 684 H) menambahkan ‘menjaga kehormatan’ (hifzh al-‘irdh) sebagai
salah satu kategori dhardriyah. Al-Thafi menyebutkan tentang larangan menuduh orang lain
berbuat serong (qadzaf) sebagai contoh dari aplikasi magéashid ini. Namun perlu diketahui bahwa
al:Syathibi pada prinsipnya mengakui hifzh al- ‘irdh sebagai suatu dhaririyyat, akan tetapi beliau
tidak memasukkannya ke dalam al-kulliyat al-khamsah, tapi beliau menyebutnya sebagai

dhardriyyah tambahan (mulhaqg).

Sebagian ulama seperti al-Subki (w. 771 H) dan Ibn al-Najjar (w. 972 H) justru
menegaskan hifzh al- irdh sebagai suatu dhardriyyat dan tidak memasukkan hifzh al-mal sebagai

salah satu dharQriyyat tersebut.

Sementara dalam pandangan al-Rays0ni, penambahan hifzh al- irdh sebagai salah satu
dhardriyyat adalah sangat tepat dan beralasan, karena begitu tegas dasarnya di dalam Alguran
dan begitu banyak penjelasannya di dalam sunnah, seperti terungkap dalam pensyariatan

hukuman gadzaf dan /i ‘dn.

Penulis cenderung memilih pendapat ini dengan alasan tersebut di atas, sebab Islam



tidak hanya melindungi kemuliaan manusia dari sisi materil/jasmani saja, tapi juga melindungi
aspek non-materil yang melekat pada diri seseorang, seperti harga diri dan kemuliaannya.
Berdasarkan prinsip ini, Islam mengharamkan pergunjingan (ghibah), pencemaran nama baik
(namimah), pelecehan nasab, diskriminasi berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, jenis
kelamin. ‘Adapun hukuman terhadap kejahatan bidang ini diserahkan sepenuhnya kepada
keputusan pengadilan secara ta’zir berdasarkan ijtihad hakim. Selain itu, Islam juga
mengharamkan gadzaf (menuduh orang lain berbuat zina/keji) yang dapat meruntuhkan
kehormatannya, dan menetapkan hukuman atas kejahatan ini sebagai hadd sebagaimana

diuraikan dalam surah al-Ndr ayat 4.

Dengan demikian, dapat dikonklusikan bahwa kategori dhardriyyah mencakup 6 (enam)
kalliyat, yaitu: menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga
keturunan/nasab (hifzh al-nasl), menjaga harta (hifzh al-mal), menjaga akal fikiran (hifzh al- ‘ag/)

dan menjaga kehormatan (hifzh al- irdh).

Keenam kulliyyat tersebut di atas dirangkai dalam skala prioritas, di mana memelihara
agama (hifzh al-din) merupakan prioritas tertinggi dan mesti didahulukan ketika terjadi benturan
antar dharGriyyat. Namun ahli ushdl lain menyatakan bahwa hifzh al-din adalah prioritas
terendah sebab hal ini menyangkut hak Allah swt., sedangkan dhardriyyat lain menyangkut hak
manusia, dalam hal ini hak manusia harus diutamakan karena mereka akan tertimpa mudarat
ketika kebutuhan mereka diabaikan, sedangkan Allah swt. tidak akan tertimpa mudarat ketika
haknya dikesampingkan, inilah mengapa misalnya menyemalatkan orang tenggelam lebih
didahulukan dari menunaikan sholat jum’at, atau orang kafir dzimmi dibenarkan tinggal di

negeri muslim meski ia kufur kepada Allah swt. dan lain sebagainya.

o Hajiyat



Tingkatan mashlahah yang kedua adalah al-hajiyah, yaitu kebutuhan-kebutuhan
sekunder yang jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan mukallaf, namun

mereka akan mengalami kesulitan.

Al-Syéathibi  mengidentifikasi magashid ini sebagai sarana untuk memberikan
kelapangan (zausi’ah) bagi mukallaf, serta sebagai sarana untuk mengangkat segala kesempitan
(al-dhayq) yang menyebabkan mukallaf terkungkung dalam kesulitan (al-haraj) dan kesusahan
(al-masyaggah). Syariat Islam bertujuan menghilangkan segala kesulitan tersebut. Inilah
mengapa dalam keadaan tertentu - seperti dinyatakan ‘Abd al-Wahhab Khallaf - sesuatu yang
sifatnya hajat atau hajiyat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang (al-hdjat tubih

al-mahzhdrat) seperti halnya perkara-perkara dharQriyyat.

Contoh lain dari magashid ini ini adalah seperti disyaratkannya berbagai jenis
mu amalat yang dibutuhkan manusia seperti jual beli, mudharabah, muzara’ah, serta berbagai
aktivitas mu’amalat atau ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan
manusia dan menghilangkan kesulitan, demikian juga larangan gharar yang dapat menimbulkan

permusuhan dan dendam.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan)
bilamana kenyataan menunjukkan bahwa mukallaf mendapat kesulitan dalam menjalankan
perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan dalam jarak
tertentu dengan ketentuan diganti pada hari yang lain, demikian juga halnya dengan orang yang
sedang sakit. Hal yang sama dapat dilihat dari rukhshah men-jama’ atau meng-gashar shalat

dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyat ini.

e Tahsiniyyat



Tingkatan mashlahat yang ketiga adalah tahsiniyyat, yaitu tingkat kebutuhan yang
apabtla tidak terpenuhi tidak sampai mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok
dharGriyyat di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan, tapi sifat dari magéashid ini adalah

sébagai pelengkap (mutammimah atau mukammilah).

Termasuk ke dalam kategori magashid ini yaitu hal-hal yang merupakan kepatutan
menurut adat istiadat (mahasin al-adat) , dan juga menjauhi segala perbuatan tak patut
(tajannub al-mudannisat), serta segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntutan moral dan akhlak
(makarim al-akhlaqg). Contoh jenis magashid ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam
bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis
kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam
katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadagah dan bantuan kemanusiaan.
Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan
sekunder. Dalam berbagai bidang Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan
kebutuhan tahsiniyyat. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan

memperbanyak ibadah sunnah, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mashlahah yang dikehendaki oleh syariat
tersusun dalam skala prioritas, dan penerapannya harus memperhatikan skala tersebut. Terkait

hal ini, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Saldm dalam Mukhtashar al-Fawa'id menjelaskan:

“Memelihara nyawa didahulukan dari pada memelihara anggota tubuh, memelihara
anggota tubuh lebih didahulukan daripada memelihara bagian tubuh, memelihara
bagian tubuh lebih diutamakan daripada memelihara harta, memelihara harta yang
berharga didahulukan daripada memelihara harta yang kurang bernilai. Memelihara
yang fardu lebih diutamakan daripada memelihara yang sunnah (nawaéfil), memelihara
nawafili lebih diutamakan daripada yang di bawabh itu. Berbuat baik kepada orang baik
lebih diutamakan kepada berbuat baik kepada orang durjana, berbuat baik kepada
kerabat lebih didahulukan daripada berbuat baik kepada orang asing, berbuat baik
kepada tetangga lebih didahulukan daripada kepada orang yang jauh tempat



tinggalnya, berbuat baik kepada orangtua dan anak-anak lebih diutamakan daripada
berbuat baik kepada kerabat selain mereka, berbuat baik kepada kaum dhu’afa lebih
didahulukan daripada berbuat baik kepada orang kelas atas, berbuat baik kepada
ulama lebih diutamakan daripada berbuat baik kepada orang-orang bodoh”.

Untuk memperjelas bagaimana konstruksi magashid al-sydri‘ah dalam pandangan

Imam al-Syathibi dan para pakar magashid di atas, dapat dilihat dalam bagan berikut:
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Gambar 1:

Konstruksi magashid al-sydri ‘ah

e Sejarah dan Akseptabilitas Ijtihad Magashidi
o, Gagasan ijtihad maqgashidi dalam sejarah

Menurut Muhammad Sa’ad al-Y@bi, pakar ushul fikih pertama yang mengulas magashid
al-syari‘ah secara teoritis adalah Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H) , di mana dalam

beliau menekankan pentingnya memahami magasid al-syari‘ah dalam menetapkan hukum Islam.



la secara tegas mengatakan bahwa seseorang yang ingin menguasai suatu bidang pengetahuan
—termasuk ilmu syar’i- maka ia mesti mengetahui maksud yang terkandung dari pengetahuan
tersebut, dalam arti bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam
Istam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah perintah dan larangan
larangan-Nya. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazéli yang

menjelaskan maksud syari‘at dalam kaitannya dengan pembahasan tema al-istishlah.

Namun menurut Jasir ‘Audah, jauh sebelum al-Juwaini berbicara tentang urgensi
magashid_syariah, tokoh pertama yang yang berjasa meletakkan dasar-dasar magéashid adalah
alz=Hakim al-Tirmidzi (w. 320 H), lalu dilanjutkan oleh Imam al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H) dan
Imam al-<Amiri (w. 381 H), semua tokoh ini ini secara bernas telah berani melampaui pemikiran

diizaman mereka dalam menggali rahasia besar di balik hukum syariat.

Pandangan lain dikemukakan pula oleh Hammadi al-‘Ubaidi, yang mana menurutnya
kemunculan ilmu magashid pertama kali secara teoritis dimulai oleh Imam Ibrahim al-Nakha’i
(w. 96 H). Dikenal sebagai ashhab al-ra’y, keilmuan al-Nakha’i tidak diragukan ulama pada
masanya, ketokohannya di Irak disejajarkan dengan Sa’id ibn al-Musayyib (w. 94 H) di Hijaz
yang dikenal sebagai tokoh ashhab al-atsar. Al-Nakha‘i berpandangan bahwa seluruh hukum
syariat memiliki makna logis (ma’qiilah al-ma’nd) serta mengandung mashlahat yang berguna
bagi ummat. Al-Nakha‘i menegaskan bahwa semua hukum Allah swt. memiliki sasaran (ghayat)

berupa hikmah dan mashlahah bagi ummat manusia.

Pasca al-Nakha’i, konsep magashid dikembangkan selanjutnya oleh Imam Malik r.a.
Meski beliau seorang ahli hadis, namun perhatian beliau terhadap mashlahah sangat instens,
sehingga beliau menjadikan mashlahah mursalah sebagai salah satu ushil mazhabnya. Setelah

itu, konsep magashid diteruskan oleh Im&m al-Ghazali dari kalangan Syafi’iyah, yang



dilanjutkan kemudian oleh ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, lalu dilanjutkan oleh al-Thdfi, dan

barussetelah itu dikembangkan oleh Abd Ishaq al-Syathibi.

A Ag

o Magqgashid al-syari ‘ah sebagai disiplin ilmu

Adapun pengklasifikasian magashid al-sydri‘ah sebagai sebuah disiplin pengetahuan
tersendiri diprakarsai pertama kali oleh Syaikh Muhammad Thahir ibn ‘Asydr (1879-1973).
Seperti disebutkan oleh al-Raysani, istilah magéashid al-sydri ‘ah memang sudah lama dikenal
dan“digunakan oleh para ulama dalam pembahasan ushul fikih, namun istilah ‘ilmu magéashid

al=sydri‘ah’ baru dicetus pertama kali di era modern oleh Syaikh Muhammad Thahir ibn ‘Asyiir.

Namun tak dipungkiri bahwa tokoh paling berjasa yang mengkonstruksi magashid
alzsydri‘ah secara sistematis adalah Imam AbQ Ishaq al-Syathibi (w. 790 H). Meski bukan
peletak batu pertama, tapi jasa al-Syathibi dalam mengkonsepsi ilmu magéshid tak terbantahkan.
Karenanya, tak berlebihan jika banyak pakar hukum Islam yang menobatkan al-Syathibi sebagai
‘penemu’ ilmu magashid, sebagaimana halnya Sibawaih yang ‘menemukan’ ilmu Nahwu atau

al=Khalil ibn Ahmad ‘menemukan’ ilmu ‘Arudh.

Bahkan, Syaikh ‘Abd al-Muta’al al-Sha’idi menyandingkan Imam al-Syathibi dengan
Imam al-Syafi’i, karena keduanya dianggap sebagai pembaharu yang memiliki kelebihan dan
jasa masing-masing yang tak ternilai, di mana al-Syathibi sebagai ‘pencipta’ ilmu magashid dan
al-Syafi’i sebagai ‘pencipta’ ilmu ushul al-figh. Sementara itu, Muhammad Rasyid Ridha
mensejajarkan antara al-Syathibi melalui al-Muwafagat-nya dengan lbn Khaldun yang populer
dengan Mugaddimah-nya, Rasyid Ridha menilai bahwa kedua tokoh jenius ini sama-sama

menghasilkan karya yang belum pernah dibuat ulama sebelumnya.

Pemikiran al-Syéathibi tentang magashid tertuang di dalam kitab beliau yang berjudul



al-Muwafagat. Dalam Kkitab tersebut, beliau menghabiskan lebih kurang sepertiga
pembahasannya mengenai magashid al-syari‘ah. Namun demikian, beliau luput memberikan
definisi tentang istilah tersebut. Beliau hanya sering menegaskan bahwa tujuan utama Allah
menetapkan hukum hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di
dunia maupun di akhirat, karenanya taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan

merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.

Sebagai sebuah terobosan penting dalam pembahasan ushul — yang kemudian menjadi
karakteristik (khasha'is) ijtihad magashidi-, Imam al-Syathibi merasakan bahwa metode ushul
yang digagas di era awal oleh Imam al-Syafi’i melalui kitabnya al-Risédlah memerlukan suatu
evaluasi dan kritik yang mendasar. Dalam hal ini, al-Syéathibi menginginkan transformasi dalam
ushul fikih: beranjak dari sekedar ‘istinbath hukum’ melalui lafaz/nas Syari menuju ‘istinbath
makna’ dari hukum yang dihasilkan tersebut. Persoalan ini sangat mendasar, dan di sinilah
tampak sasaran utama disiplin ijtihdd maqgashidi sebagai sarana untuk memposisikan
prinsip-prinsip umum syariat Islam (al-kulliyat al-syar’iyyah) sebagai landasan dalam penetapan
hukum dan menjadikannya sebagai prasyarat sebelum hukum tersebut diterapkan di dunia nyata,
serta memastikan tercapainya tujuan-tujuan yang menjadi latar belakang penetapan hukum

tersebut.

Pemikiran al-Syathibi inilah yang dikonstruksi kembali oleh Ibn ‘Asydr dalam kitabnya
Magqashid-al-sydri‘ah al-islamiyyah. Pasca Ibn Asy(r, pengkajian terhadap magashid semakin
marak dan bermunculan tokoh-tokoh penggiatnya seperti Syaikh Ydsuf al-Qaradhawi, NOr
al-Din Mukhtar al-Khadimi, Syaikh Ahmad al-Raysdni, Syaikh Jamal al-Din ‘Athiyyah, ‘Allal
al-Fasi, Thaha Jabir ‘Ulwani dan lain-lain. Karenanya tak berlebihan jika ada yang mengatakan

jika kajian ilmu-ilmu syariat yang dilakukan oleh para pakar di zaman sekarang ini banyak



dikonsentrasikan pada lapangan kajian magéashid al-sydri ‘ah.
o Akseptabilitas ijtihad magashidi

Sebagai sebuah metode ijtihad, para ulama fikih memiliki pandangan yang beragam
dalam menerima dalam menilai kedudukan ijtihad magashidi sebagai sebuah metode penemuan

hukum.

Perbedaan sikap para ulama ini berakar pada disparitas penerimaan mereka akan konsep
mashlahah atau mashlahah mursalah yang menjadi cikal bakal dan domain utama dari magashid

syariah tersebut.

Secara umum, mayoritas ulama menerima mashlahah sebagai salah satu istidlal yang
legal dalam menentukan sebuah hukum syar’i, hal ini berangkat dari pemahaman bahwa semua
hukum Allah swt. tersebut memiliki ‘illat (mu allalah) sebagai ratio legis dari sebuah hukum,
baik yang dapat dijangkau oleh nalar manusia maupun yang tidak. Sementara dapat dikatakan
bahwa ‘illat tersebut erat kaitannya dengan mashlahah yang menjadi domain magashid
al-syari’ah. Dengan kata lain ‘illat adalah salah satu pintu gerbang dalam mengenal maslahat
yang menjadi maksud syariat. Dengan ditemukannya ‘illat - sebagai penghubung antara
kasus-kasus lama (original case) dengan kasus-kasus baru (new case) yang hendak digali dan
ditetapkan- hukumnya-, maka akan mudah memformulasi suatu hukum baru yang relevan dan
berkualitas. Terkait hal ini, Imam al-Qarafi (w. 684 H) menegaskan bahwa jika seandainya kita
tidak menemukan adanya sebuah maslahat dalam suatu hukum Allah, maka harus kita katakan:

kita belum mengetahuinya (bukannya tidak ada).

Bila dirinci pandangan para ulama terhadap akseptabilitas ijtihad magashidi, maka

secara garis besar pandangan para ulama fikih tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam tiga



Kelompok besar sebagai berikut:

o Ulama yang menolak ijtihdd magashidi

Tidak semua pakar hukum Islam yang menerima ijtihdd maqashidi sebagai suatu
metadologi yang sah dalam menentukan hukum. Kalangan yang berhaluan tekstual seperti
zhahiriyyah kerap mengingkari terhadap magqahsid syari'ah atau bahkan terhadap qiyas

sekalipun, demikian juga sebagian muhadditsin yang memahami teks secara ketat dan letterlijk.

Menurut kelompok ini, suatu nas, baik Alguran maupun hadis, haruslah difahami apa
adanya tanpa memerlukan suatu penalaran magashidi guna mengenali tujuan-tujuan Sydri*
dalam menetapkan nas tersebut. Imam al-Syathibi menjelaskan, bahwa pandangan kelompok ini

terhadap konsep mashlahah ini bertumpu pada dua landasan utama, yaitu:

o= Bahwa perintah-perintah ataupun larangan (taklif) yang ditetapkan oleh Sydri‘ tidak

didasarkan pada kemashlahatan hamba.

e~ Bahwa kendatipun mashlahah terdapat dalam suatu taklif, akan tetapi mashlahah tersebut
tidak dapat dimengerti oleh nalar manusia, sehingga tidak perlu dijadikan sebagai suatu

pertimbangan.

Bagi penganut pendapat ini, suatu hukum langsung dapat disimpulkan melalui ekstraksi
(i ’tishar) lafaz Syari® (berupa ayat Alquran atau hadis) tanpa perlu memperhatikan dan
mempertimbangkan qarinah-garinah yang melingkupi lafaz tersebut. Terkait pandangan
semacam _ ini, ibn ‘Asy(r menyatakan bahwa pandangan tersebut cukup riskan dan
menjerumuskan orang dalam kekeliruan, dan mayoritas ulama-ulama salaf terdahulu pada

prinsipnya tidak menyetujui pandangan semacam ini, hal ini terbukti banyaknya para ulama dari



Kalangan tdbi’in dan tdbi’ al-tabi’in yang sengaja mendatangi kota Madinah agar mereka bisa
melihat langsung bagaimana jejak pengaruh yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. dan para

sahabat, sehingga mereka tidak begitu saja menerima dan memahami sebuah hadis.

Kendati demikian, ulama fikih yang menolak ijtihdd magashidi ini pada dasarnya tidak
begitu konsisten menolak penalaran magashidi dalam penemuan hukum syar‘i. Imam ibn Hazm
al=Andalusi (w. 456 H) misalnya -yang disinyalir oleh banyak kalangan sebagai pelopor yang
antipati terhadap penggunaan mashlahah (termasuk penggunaan dalil analogi)- secara sengaja
maupun tidak ternyata banyak melandaskan fatwa dan argumentasi fikihnya pada pertimbangan

dhardrah dan kemaslahatan. Hal ini dapat kita lihat dalam dua contoh kasus berikut:
I.i Dalam hal masalah kewajiban lain di luar zakat.

Ibn Hazm berpendapat bahwa orang-orang kaya berkewajiban untuk membantu orang
miskin dan membutuhkan di luar kewajiban zakat yang telah ditetapkan Allah. Persoalan ini
merupakan kontroversi klasik para ulama sejak zaman sahabat. Menurut Jumhdr Ulama, seorang
muslim tidak memiliki kewajiban lain dalam hartanya selain zakat. Adapun infaq dalam rangka
membantu-orang lain berupa sedekah, menolong tetangga, karib kerabat, dan lain sebagainya
hanyalah suatu perbuatan tathawwu’ yang sifatnya mustahabbah, yang dan andai pun semua itu
mulanya suatu kewajiban, namun telah di-nasakh oleh kewajiban zakat. Pandangan Jumhur
ulama ini-didasarkan pada ayat-ayat tentang kewajiban zakat serta penegasan dari hadis-hadis

tentang tidak ada kewajiban lain di luar harta selain zakat, misalnya hadis yang menyatakan:
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Artiya:

“Dari Fathimah binti Qais, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:



“Tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat”. (HR. Ibn Majah[1789])

Akan tetapi, Ibn Hazm mengemukakan pendapat yang berbeda dari hadis di atas. Dalam

at-Muhalla, Ibn Hazm menyatakan:

“Dan orang-orang kaya di suatu negeri wajib membantu orang-orang miskin, dan
sultan (penguasa) boleh memaksa mereka melakukan hal tersebut jika harta zakat tidak
mampu menolong orang-orang miskin dan membutuhkan tersebut, begitu pun juga
harta yang dikumpulkan dari muslimin lainnya. Maka orang-orang kaya itu wajib
menyediakan makanan pokok bagi mereka, menyediakan pakaian untuk musim dingin
dan musim panas, dan juga tempat tinggal yang melindungi mereka dari hujan, panas,
sinar matahari, dan pandangan orang-orang yang berlalu lalang”.

Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya ini dari ayat-ayat dan hadis tentang kewajiban
saling membantu sesama muslim, seraya mengajukan penalaran logis dalam merumuskan hukum

kewajiban tersebut.
ii.i  Dalam perkara pemeliharaan anak (hadhéanah).

Dalam persoalan hadhanah, Ibn Hazm berpendapat bahwa jika seorang ibu tidak
terjamin kebaikan dari segi agama dan duniawinya, maka pengasuhan anaknya dapat diserahkan
kepada orang yang lebih terjamin dalam hal itu , padahal nas yang tegas (sharih) menyebutkan
bahwa seorang ibu adalah pihak yang paling berhak mengasuh anaknya, hal ini berdasarkan

hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:
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Artinya:

“Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amru ra., ada seorang wanita datang mengadu
kepada Rasulullah saw. dan berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini
dulunya tinggal di dalam perutku, payudaraku adalah sumber minumannya, kamarku
adalah tempat berlindungnya, sekarang ayahnya menceraikan aku, dan ingin



mengambil anakku ini dari asuhanku”. Mendengar itu, Rasulullah saw. bersabda:
“Engkau lebih berhak mengasuh anak itu selama engkau belum menikah dengan
laki-laki lain”. (HR. Abt Dawid [2276], Ahmad [6707], Baihaqi [2907])

o Ulama yang menerima ijtihdd maqgashidi secara radikal

Kebalikan dari pandangan sebelumnya, sebagian ulama justru ‘tenggelam’ dalam
pencapaian magqashid syari’ah secara radikal, sehingga terkesan bahwa mereka menganggap
pencarian-makna di balik nas adalah segala-galanya. Imam al-Syéathibi menyamakan kelompok
semacam -ini semisal kaum bathiniyyah yang cenderung mengutak-atik nas dan mengalihkan

maknanya jauh melenceng dari maksud aslinya demi mencari ‘makna lain’ di balik nas tersebut.

Pandangan yang cukup radikal dalam menggunakan konsep magashidi misalnya dapat
dilihat dari pemikiran Imdm Najm al-Din al-Thdfi (w. 716 H). Berangkat dari pemahaman
beliau tentang mashlahah yang menjadi tumpuan segala hukum syariat, al-Thafi menegaskan
bahwa prinsip maslahat mesti dihulukan di atas nas dan ijma’ secara takhshish ketika terjadi
pertentangan, meski beliau menyatakan bahwa ruang lingkup dan bidang keberlakuan ketentuan

ini hanya di bidang mu‘amalah .

Perspektif al-Thifi terlihat jelas dalam tulisan beliau saat memberikan penjelasan
(syarh) terhadap kitab hadis al-4rba’in al-Nawawiyyah. Tatkala membahas tentang hadis =%
Dl ¥ “‘La dharara wa la dhirara’, di sinilah al-Thdfi berbicara panjang lebar tentang
konsepsi -mashlahah. Menurutnya, hadis ini secara tegas meneguhkan prinsip ‘menarik
mashlahah’ dan ‘menolak mafsadah’ dalam penetapan hukum syariat Islam. Al-Thafi mulanya
menyatakan bahwa ada 19 tingkatan dalil dalam syariat, mulai dari Alquran, sunnah hingga ijma*
al-khulafa” al-rasyidin.  Al-Thifi juga menegaskan bahwa dalil yang terkuat adalah nas

(Alquran ‘dan sunnah) serta ijma’, namun manakala keduanya (nas dan ijma’) tersebut



bertentangan dengan mashlahah, maka mashlahah harus didahulukan.

Pandangan al-Thafi yang kontroversial ini bukannya hampa dalil, tapi beliau
membangun teori ini berdasar argumen yang logis. Setidaknya beliau mengemukakan 3 alasan

dalam menguatkan pendapatnya tersebut, yaitu:

o Bahwa ijma’ sekalipun disebut sebagai konsensus para ulama fikih, namun sebagian ulama
fikih sendiri masih ada yang mengingkarinya (al-ijmd’ mahall al-khilaf). Dan pada saat
yang’ sama, para pengingkar maupun pendukung ijma’ sama-sama bersepakat dalam

memandang urgensi mashlahah.

. Bahwa di antara nas-nas yang ada juga terdapat pertentangan sehingga menyebabkan khilaf
dalam hukum, padahal khilaf tersebut adalah tercela dalam syariat. Sedangkan prinsip
mashlahah adalah sesuatu yang disepakati semua pihak, sehingga menyebabkan
munculnya kesepakatan (ittifaq), dan kesepakatan itu merupakan sesuatu yang disukai oleh

syariat, oleh karenanya lebih pantas untuk didahulukan.

) Dalam sunnah sendiri banyak contoh tentang pertentangan antara mashlahah dengan nas,
yang mana Rasululah Saw dan para sahabat mendahulukan mashlahah daripada nas,
seperti pandangan Ibn Mas’ud dalam hal tayammum bagi orang sakit, atau tentang sholat di
perkampungan Bani Quraizhah, atau perbuatan Rasulullah saw. yang membiarkan tetap
berdiri di luar fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim a.s karena pertimbangan

mashlahah, dan banyak contoh lainnya.

Di kesempatan lain, al-Thafi menyatakan bahwa pembagian jenis mashlahah oleh para
ulama sebelumnya menjadi mashlahah mu tabarah, mursalah dan mulghah adalah sesuatu yang

mengada-ada.



Di era modern, pemikiran al-Thdfi ini mendapat sambutan antusias dari banyak
cendekiawan Islam. Di antara pemikiran peneliti ushdl figh yang sehaluan dengan al-Thdfi di
antaranya-dapat dilihat dari pemikiran seperti Dr. Jamal al-Ubaidi, Dr. Muhammad al-Thélibi
dan fain sebagainya. Menurut pandangan kelompok ini, pengklasifikasian magashid oleh ulama
fikih- ke dalam kategori dharQriyyah, hajiyah dan tahsiniyyah tidak dapat diterima dan
merdpakan sesuatu yang mengada-ada. Bagi mereka, mashlahah adalah mashlahah, dan selama
mashlahah- tersebut dipandang relevan dengan suatu masalah, maka ia dapat dipertimbangkan

sebagai dasar pengambilan hukum.
o Ulama yang moderat dalam menerapkan ijtihad magashidi

Mayoritas ulama berpandangan bahwa magashid syariah merupakan pertimbangan
penting dalam proses ijtihdd, namun pertimbangan tentang magashid tidak boleh mengandung
unsur ifrath maupun tafrith. Seperti telah disebutkan dalam bahasan mengenai syarat-syarat
ijtihad, pengetahuan tentang magashid syariah merupakan salah satu syarat yang menentukan
kecakapan dan kapabilitas seorang mujtahid. Akan tetapi, penalaran magashidi tersebut tidak

boleh dimaknai secara ‘liar’ sehingga melenceng jauh dari maksud nas yang ada.

Dalam perspektif yang sedemikian , penalaran magashidi dinilai sebagai salah satu
kemponen: dari disiplin ilmu ushul fikih. Dalam hal ini, pengetahuan tentang magashid syariah
saja tidak cukup untuk sebagai sarana penemuan hukum syar’i tanpa pemahaman yang
mendalam. tentang ushdl fikih. Begitu pun sebaliknya, tidak adanya pemahaman tentang
magashid-syariah akan membuat ilmu ushul fikih menjadi kering dan hukum yang dihasilkan
hampa makna. Oleh karenanya, ushul fikih dan magashid syariah adalah dua disiplin yang saling

melengkapi satu sama lain.

Berangkat dari konsensus mengenai konsep mashlahah sebagai ruh dari segama hukum



syariat, para ulama tersebut menjadikan magashid syariah sebagai komponen penting dalam
ijtihdd, meski tak dipungkiri tentunya terdapat perbedaan-perbedaan kecil dalam persoalan

tertentu dirantara mereka.

Pandangan yang moderat terhadap ijtihad magashidi dapat dilihat dari pemikiran para
ulama seperti Imam al-Juwaini (w. 478 H), Imam Abd Hamid al-Ghazali (w. 505 H), Imam
al-Razi (w. 606 H), Imam al-Amidi (w. 631 H), Imam al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H),
Imém al-Qarafi (w. 684 H), Imam Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H), al-Syathibi (w.
790H) dan lain-lain dari kalangan ulama-ulama terdahulu, ataupun pemikiran Syaikh
Muhammad Thahir Tbn ‘Asydr, Syaikh YGsuf al-Qaradhawi, Ndruddin Mukhtar al-Khadimi,
Syaikh Ahmad al-Raysini, Syaikh Jamaluddin ‘Athiyyah, ‘Allal al-Fasi, Thaha Jabir Masyhir
dan lain-lain dari kalangan ulama kontemporer yang konsen meneliti dan mengkaji tentang

ijtihad magashidi.

e Lapangan ljtihad magashidi

Terkait sikap moderat dalam ijtihdd magashidi, al-Khadimi mengingatkan pentingnya
berpegang pada prinsip bahwa tidak semua perkara di dalam syariat dapat dinalarkan secara
magashidi,. terutama yang berkaitan dengan perkara-perkara yang qathi. Al-Khadimi
menyebutkan dalam 5 (lima) lapangan syariat, ada bagian-bagian tertentu di dalamnya yang

tidak termasuk kancah ijtihdd magashidi, yaitu:

o Bidang aqgidah, seperti tentang iman kepada Allah, iman kepada para Rasul, keyakinan
terhadap kehidupan setelah kematian, adanya pahala dan dosa yang akan mendapat balasan

di akhirat, dan lain sebagainya.

o Bidang ibadah, misalkan tentang wajibnya sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah sunnah,



kewajiban mengkafani dan menguburkan mayat dan lain sebagainya. Kewajiban dan
ke-sunnahan- ibadah ini tidak boleh diutak-atik dengan alasan magashidi, tapi cukup

dilaksanakan saja dalam rangka ta’abbud kepada Allah swt..

Mugaddarat, yaitu bilangan yang telah ditentukan Sydri‘ di dalam nas yang tidak lagi
menerima takwil dan penafsiran, seperti bilangan-bilangan tentang pembagian waris,
bilangan masa iddah, bilangan hukuman pidana (huddd) dan tebusan (kafarat), dan lain

sebagainya.

Ushal al-Mu’dmalat, yaitu prinsip-prinsip pokok dalam muamalat, seperti prinsip amanah,
menepati janji, perdamaian (shulh), menghormati yang lebih tua, membantu yang lemah,

memuliakan tamu, dan lain sebagainya.

‘Umiim al-Qawathi’, yaitu semua hukum gath’i secara umum, atau yang biasa juga

disebut sebagai ‘sesuatu yang mesti diketahui dalam agama secara’ (md ‘ulima min al-din

bi al-dhardrah).

Dengan demikian, sama seperti ijtihdd pada umumnya, lapangan ijtihad magashidi

hanya dapat dilakukan pada perkara-perkara yang sifatnya zhanni saja, termasuk di dalamnya

seperti:

Segala sarana pendukung (al-wasa’il al-khadimah) di bidang agidah, seperti penggunaan

fasilitas dan teknologi modern untuk mengembangkan agidah Islam.

Segala  sarana pendukung (al-wasa'il al-khadimah) di bidang ibadah, seperti persoalan

penggunaan pembesar suara untuk sholat, membangun tempat bertingkat untuk melempar

jumrah, pengaturan administrasi penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya. Namun

perlu diingat, tidak seluruh bidang ini dapat dikaji secara magashidi, beberapa sarana yang



sudah menjadi ketetapan Sydri‘ dalam ibadah tidak dapat diubah dengan dalih magashidi,
misalnya mencium hajar aswad tidak bisa diganti dengan mencium batu lain, atau sunnah

meminum air zamzam tidak dapat diganti dengan air lain.

o= Pengembangan tata cara (kaifiyyat) di bidang mu’amalat, seperti pengembangan tata cara
syura, seperti pengadaan pemilihan umum, sistem parlemen, pemakzulan pemimpin, dan
pendirian lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Demikian juga pengembangan sarana

amar ma ruf nahi munkar, dan lain sebagainya.

e Al-tasharrufat al-siyasiyyah, yaitu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah seperti
penetapan kurikulum pendidikan, penetapan hukuman atau denda tertentu dan lain

sebagainya.

o5 Al-Nawazil al-ldnthirariyyah, yaitu perkara-perkara yang termasuk keadaan memaksa,
termasuk di dalamnya segala hukum yang berkaitan dengan pemberian keringanan

(rukhshah) dan semacamnya.

o Al-Mas&’il al-Muta‘aridhah, yaitu perkara-perkara yang saling bertentangan dalilnya satu
sama lain, dalam hal ini konsep magéashidi dapat dijadikan sebagai sarana tarjih di antara

dalil-dalil tersebut.

e ‘Umum al-Zhanniyyat, yaitu segala perkara yang tidak terdapat dalil dari nas maupun ijma*

dalam hukumnya.

Dengan mengetahui batasan-batasan di atas maka seorang mujtahid akan terhindar dari
sikap keterlaluan (ifrath), kecerobohan dan berlebih-lebihan (mub&laghah) dalam melakukan
ijtihad magashidi, serta tidak terjerumus dalam penggunaan ijtihdd magéashidi yang bukan pada

tempatnya.



e Urgensi ljtihad Magashidi

Akseptabilitas ulama terhadap konsep mashlahat menguatkan ijtihad magéashidi sebagai
sebuah metodologi penemuan hukum Islam yang kompeten dan logis. 1bn al-Qayyim menyebut
bahwa pencapaian mashlahah adalah pondasi utama dari segala hukum syariat. Dengan
maqgashid-al-sydri‘ah akan tersibak rahasia ajaran agama (asrar al-din) dan hakikat yang
tersimpan-di balik hukum-hukumnya. Jumhur ulama sepakat bahwa dalam mensyariatkan sebuah
hukum syariat, Allah swt. tidak pernah melepaskannya dari pertimbangan maqgashid yang
merujuk pada jalb manafi' li al-nds (mendatangkan manfaat untuk kemaslahatan manusia) atau

pun daf'u al-mafésid ‘anhum (menghindari kerusakan terhadap mereka).

Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa penguasaan terhadap magdshid syari"’ah
merupakan salah satu syarat kompetensi yang harus ada pada diri seorang mujtahid. Dengan
demikian, tak berlebihan jika Imém al-Syatibi menegaskan bahwa siapa yang tidak menguasai
tentang maqashid syariah yang terkandung di dalam Alguran dan sunnah, maka ia tidak berhak

berbicara tentang Alquran dan sunnah tersebut.

Penguasaan terhadap magashid merupakan faktor penting dalam memahami nushds
al=sydri‘ah (teks hukum) serta mengaplikasikannya terhadap wdgi’ (realita yang terjadi). Maka
sudah semestinya, sebelum mengambil konklusi hukum dari suatu dalil juz'i, seorang mujtahid

harus mengetahui asrar al- sydri‘ah dan magéashid ‘ammah yang ditetapkan oleh syariat.

Sejak lama, para imam mujtahid telah menyadari pentingnya magashid , di mana
mereka akan merujuk kepadanya ketika terjadi pertentangan antar dalil (¢a’drudh al-adillah).
Berangkat dari sini, Ibn Asy(r secara berani menyimpulkan bahwa perkataan yang dinisbatkan

kepada Imam al-Syafi’i rahimahullah yang menyatakan ‘apabila telah shahih sebuah hadis,



maka itu adalah mazhabku’ dan semacamnya adalah tidak benar berasal dari beliau, sebab
perkataan yang demikian tidak mungkin terucap dari seorang alim lagi mujtahid. Dan dari
pendapat-pendapat fikih yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi’i sendiri atau yang tertuang di
dalam mazhabnya membuktikan ketidakbenaran perkataan tersebut berasal dari beliau, yang
mana penisbatan tersebut adalah suatu dusta atau setidak-tidaknya telah terjadi suatu kekeliruan
reportase (tahrif) dari ungkapan beliau yang diterima oleh orang lain sehingga muncul
ungkapan-yang demikian. Atau jika pun benar, maka yang dimaksud dengan hadis sahih dalam
ungkapan.beliau tersebut adalah hadis yang sempurna kesahihannya sehingga tidak terbuka
peluang sedikit pun bagi orang lain membantahnya (salima min al-mu’dradhah), dengan
demikian -makna ungkapan beliau tersebut dapat bermakna sebagai berikut: apabila kalian

melihat mazhabku, maka ketahuilah bahwa pendapat tersebut bersandar pada hadis yang shahih.

Demikian juga perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal ra.
—sebagaimana yang dikutip oleh Imam al-Syathibi dalam kitabnya al-/ tishdm- yang menyatakan
bahwa hadis dha’if lebih beliau sukai daripada giyas, Ibn ‘Asylr menilai bahwa pernyataan
tersebut patut dipertanyakan kebenarannya dari Imém Ahmad, bahkan beliau memastikan
bahwa ungkapan tersebut adalah suatu tahrif terhadap sosok Ahmad ibn Hanbal, sebab
pernyataan-tersebut mengandung suatu kontradiksi dari yang selama ini diyakini oleh para ulama
hadis sendiri. Ibn ‘Asy(r menjelaskan: andai kata di dalam giyas terdapat suatu kemungkinan
kesalahan, maka di dalam hadis dha’if justru terdapat kemungkinan dusta, dan ‘kedustaan’ jelas

lebih fatal‘daripada ‘kesalahan’.

Pemberlakuan ijtihAd magéashidi akan semakin menemukan arti pentingnya dalam
menyikapi-banyaknya isyu kontemporer, baik itu dalam rangka konstruksi hukum baru, atau juga

rekonstruksi pemahaman lama atas suatu hukum hingga terwujud hukum Islam yang lebih



relevan dan berkeadilan.

Bagi seorang mujtahid, terlebih di zaman sekarang, pengetahuan terhadap ilmu
magashid sangatlah penting. Pengetahuan dimaksud bukan tentang hanya dalam tataran teoritis,
tapi Juga dalam arti mampu menerapkannya untuk menggali berbagai kesimpulan hukum, baik
yang: bersumber dari dari al-Qur’an, sunnah dan lain sebagainya. Pemahaman mendalam
terhadap ‘magashid akan sangat membantu seorang mujtahid dalam mengambil sebuah
kesimpulan hukum yang selaras serta memadukan antara kandungan nas dan kemaslahatan

manusia.

Seorang mujtahid yang hanya menguasai ilmu semantik saja misalnya, dalam fatwanya
akan terkesan kaku dan tidak menyentuh akar persoalan yang menjadi kebimbangan masyarakat.
la- akan cenderung terlalu literal dalam memahami suatu nas, padahal konteks di mana nas
tersebut diturunkan terkadang berbeda dengan kondisi riil umat Islam saat ini. Akibatnya fatwa
yang dikeluarkan terkesan rigid dan kaku ( jumdd). Bisa jadi pula, dengan pemahaman semantik
itu, ia mudah menyalahkan orang lain yang berbeda ijtihad dengannya karena menurutnya tidak
sesuai dengan teks dan sistem istidlal bayani. Sebaliknya, karena ketidakpeduliannya —atau
ketidaktahuan- akan aspek magashid, mujtahid ini lantas menuding mujtahid lain sebagai
mujtahid liberal dan ‘lepas kendali’ karena disangkanya jauh melenceng dari ketentuan nas.
Alangkan indahnya jika sesama mujtahid saling memahami figh al-magéshid, perseteruan

semacam ini tentu bisa dihindari sehingga gesekan sosial pada tingkat bawah bisa dihindari.

Barangkali ada yang mengkritiki bahwa mashlahah yang digali oleh dalam penalaran
magashidi bersifat zhanni. Namun, penting diingat bahwa tidak karena yang demikian maka ia
harus ditinggalkan. Imam ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam mengibaratkan penggalian magéshid ini

laksana seorang sakit yang sedang berobat, yang mana yang sasaran yang ia tuju adalah



Kesembuhan, sementara kesembuhan itu sendiri sifatnya zhanni (tidak pasti), namun bukan
karena ketidakpastian tersebut ia harus meninggalkan berobat, dan hanya orang jahil sajalah

yang tidak mau berobat karena alasan tidak pastinya kesembuhan.

Terkait hal ini, Imam al-Isnawi (w. 772 H) menegaskan bahwa penetapan dengan
sesuatu yang berada dalam tahap dugaan (mazhinnah) adalah sesuatu yang dibenarkan. Beliau
mencontohkan dengan kebolehan meng-gashar sholat bagi orang musafir yang ‘diduga’ akan

mendatangkan kesulitan (masyaqqgah) bagi seorang mukallaf.

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu maslahat dan
keadilan, -bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan.
Ketentuan legalformaltekstual yang sah, bagaimana pun, harus menjadi acuan tingkah laku
manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin hukum menjadi anarki. Akan tetapi, pada
saat yang sama, haruslah disadari sedalamdalamnya bahwa patokan legalformal dan tekstual
hanyalah merupakan cara bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam
kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formaltekstual, yang bagaimana pun dan datang
dari sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk, kalau perlu, diubah

atau diperbarui sesuai dengan tuntutan maslahat, cita keadilan.

Penekanan pada sisi magashid syari'ah dalam berijtihdd guna memecahkan berbagai
persoalan -kontemporer akan membawa pada relevansi syariat Islam bersama putaran waktu,
-seperti yang diungkapkan oleh al-Khadimi- akan menjadikan syari’at Islam lentur, sejalan

dengan kemaslahatan umat di sepanjang masa.

Ijtihad magashidi memiliki andil besar dalam menjaga ummat dari keterpurukan, baik
keterpurukan dalam arti mandeknya ruh syar’at dalam menghadapi kemajuan zaman, ataupun

keterpurukan dalam arti ikut-ikutan terhadap sebagai pemikiran asing yang merongrong



Kesakralan hukum Islam itu sendiri. Melalui andilnya dalam mengoptimalisasikan nalar manusia,
menegakkan prinsip-prinsip keadilan, penghormatan terhadap ilmu pengetahuan, dan
penghargaan terhadap kemerdekaan ummat manusia, magashid syariah akan mampu

membentengi ummat dan agama agar tidak terjatuh dalam keterpurukan tersebut.

Thaha Jabir al-‘Ulwani mencatat banyak efek negatif ketika kaum muslimin
mengabaikan konsep magashidi dan juga figh al-aulawiyyat dalam perumusan hukum Islam,

berikut beberapa di antaranya:
o Pemikiran Islam akan terkungkung dalam lingkaran fikih tagnini yang kaku.

J Menjadikan syariat Islam layaknya ‘undang-undang mati’ yang tidak mampu bergerak

selaras dengan perkembangan sejarah.

o Meningkatnya kecenderungan kepada taqlid dan ikut-ikutan serta menganggapnya sebagai

cara paling dan mudah dalam mengamalkan ajaran agama.

e ljtihdd magashidi dan utilitarianisme

Sekedar bahan perbandingan, gagasan tentang pencapaian maslahat atau manfaat serta
menghindari mudarat dalam penetapan hukum juga dapat ditemui dalam teori hukum di luar
hukum Islam, misalnya dari rumusan teori utilitarianisme yang digagas Jeremy Bentham
(1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Tapi tentu saja kedua gagasan ini memiliki

orientasi yang jauh berbeda.

Utilitarianisme — atau Utilisme- secara etimologis berasal dari bahasa Inggris dari akar

“isme” guna menunjukkan pada suatu faham pemikiran. Kamus Longman mendefinisian



utilitarianism sebagai suatu kepercayaan bahwa sebuah perbuatan dinilai baik jika mampu
memberikan manfaat kepada orang sebanyak mungkin (the belief that an action is good if it
helps the greatest possible number of people). Dalam pandangan utilitarianisme, segala sesuatu
dinilai baik selama mampu berfungsi sebagai pembawa manfaat dan kesenangan bagi
sebanyak-banyaknya orang. Nilai kegunaan dan manfaat di sini tentu saja ditinjau dari penalaran

manusia yang menilainya.

Pada awalnya, utilitarianisme hanya dibahas sebagai kajian filsafat murni yang diklaim
berawal dari pemikiran Epicurus dalam filsafat Yunani. Oleh beberapa pakar hukum, faham ini
dicoba digiring ke ranah ilmu hukum. Adalah Jeremy Bentham, seorang sarjana Inggris,
dianggap sebagai orang pertama yang menerapkan prinsip-prinsip umum dari pendekatan

utilitarianisme ke dalam ranah hukum.

Menurut Bentham, suatu hukum dan undang-undang disusun hendaklah untuk tujuan
kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Bentham menegaskan bahwa kebaikan publik
hendaknya menjadi tujuan legislator; manfaat umum menjadi landasan penalarannya.
Mengetahui kebaikan sejati bagi masyarakat adalah hal yang membentuk ilmu legislasi: ilmu
tersebut tercapai dengan menemukan cara untuk merealisasikan hal tersebut.

Dalam The Principle of Morals and Legislation, Bentham mengatakan ungkapannya yang
terkenal:

“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters: pain and
pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine
what we shall do”. (Alam telah menempatkan umat manusia di bawah pemerintahan dua
kekuasaan yang berdaulat: penderitaan dan kesenangan. Hanya dua hal itu yang mampu

menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, dan menentukan apa yang akan kita
lakukan).

Rudolf von Jhering (1818-1892) yang dinobatkan sebagai pengusung utilisme sosial



menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan (dalam
ranah magashidi biasa disebut sebagai mashlahah). Dalam mendefinisikan “kepentingan”, ia
mengikuti- Bentham, yaitu memaknainya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari
penderitaan. Dalam hal ini, Jhering menetapkan bahwa kepentingan individu merupakan bagian
daric tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan

kepentingan-kepentingan orang lain.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, tampak bahwa konsep pencapaian kesenangan
(pleasure/happines) dalam utilisme memiliki sisi kemiripan dengan konsep jalb al- mashlahah,
demikian juga konsep penghindaran penderitaan (pain) juga memiliki sisi kemiripan dengan
kesep daf* al-madharrah. Ketika konsep utilitarianisme ini ditarik masuk ke ranah ilmu hukum,
ia:kemudian memperkenalkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum yang utama. Dalam
pandangan kaum utilitarian, hukum bukan hanya bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian
hukum dan keadilan, tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai
tujuan utama. Utilitarianisme mendefinisikan keadilan dalam arti luas, bukan untuk perorangan
atau sekedar keadilan distributif seperti yang kemukakan oleh Aristoteles. Dalam pandangan
utilitarianisme, adil atau tidaknya suatu kondisi diukur dari seberapa besar dampaknya bagi
kesejahteraan manusia (human welfare). Kaum Utilitarian berpandangan bahwa semakin banyak
undang-undang memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat, maka

undang-undang tersebut akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

Lantas di mana sisi perbedaan antara konsep magéashidi dengan utilitarianisme? Hemat

penulis, perbedaan mendasar antara kedua konsep setidaknya terlihat dalam dua poin berikut:

o Konsep magashidi mengacu pada domain kemaslahatan, sedangkan utilitarianisme lebih

pada basis kemanfaatan (pragmatisme).



° Konsep magéashidi memiliki orientasi duniawi dan ukhrawi, sedang orientasi
utilitarianisme terbatas pada kemanfaatan duniawi an sich sehingga sangat cenderung pada
sikap hedonisme.

o Konsep magashidi menjadikan mashlahah/kemanfaatan sebagai bahan pertimbangan
setelah nas, sedangkan utilitarianisme menempatkan kemanfaatan dan kemaslahatan di atas
segala-galanya dan sebagai sasaran utama.

Untuk memperjelas perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa contoh penerapan,
misalnya dalam hal penentuan hukum euthanasia (mercy killing), yaitu menghilangkan nyawa
seseorang-yang tengah menderita penyakit yang menyebabkannya dirinya menderita, baik atas
permintaan pesakit itu sendiri maupun atas pertimbangan para medis.

Apa hukum euthanasia tersebut? Legalkah bila dipraktekkan dalam dunia medik? Kaum
utilitarian akan menjawab: lya! Euthanasia adalah sesuatu yang benar dan legal. Alasan
pembenarnya: bahwa perbuatan yang benar secara moral ialah yang paling banyak memberikan
jumlah kenikmatan dan kebahagiaan pada manusia dan menghilangkan penderitaan pada diri
mereka. Bila dilihat pada penderita suatu penyakit kronis yang sudah tidak ada harapan untuk
disembuhkan, dengan membiarkannya terus menderita tentu akan bertentangan dengan asas
kebahagiaan dan kenikmatan tersebut. Dan setidaknya dalam beberapa kesempatan, perbuatan
yang paling banyak memberikan jumlah kenikmatan dan kebahagiaan pada manusia bisa dicapai
melalui euthanasia. Oleh karena itu, setidaknya dalam beberapa kasus, euthanasia dapat
dibenarkan secara moral maupun secara hukum.

Contoh lain misalnya dapat dilihat dalam kasus legislasi peredaran minuman keras.
Bagaimanapun, minuman keras adalah hal yang tidak baik dan merusak akal dan kesehatan. Tapi

seorang utilitarian tidak hanya menilai dari sisi itu, ia bisa saja mengatakan bahwa minuman



dapat dilegalkan dengan alasan ada manfaat yang dapat diperoleh dari minuman tersebut,
misalnya di sisi ekonomi dan kepuasan diri (hedonisme). Alasan yang digunakan antara lain;
bahwa minuman tersebut akan berdampak baik secara ekonomi negara, misalnya dengan
terbukanya lapangan pekerjaan kepada banyak pengangguran untuk mencari rezeki di pabrik
minuman Kkeras. Belum lagi pajak yang akan masuk ke kas negara dari cukai minuman keras
impor luar negeri.

Hukum yang berbeda akan kita temukan dalam dua contoh di atas bila ditinjau dari

sudut pandang magashidi.

o Langkah-langkah penemuan hukum melalui ijtihad magashidi

Tugas utama seorang mujtahid dalam kerangka ijtihad magashidi adalah menemukan
dan menentukan (tahdid) suatu kulliyyat al-syar’iyyah yang terisimpul dalam konsep jalb
al-mashlahah ataupun daf* a/-mafsadah, terutama yang termasuk dalam kategori dhardriyyat,
dan selanjutnya hajiyat serta tahsiniyyat. Hal ini berarti bahwa dalam ijtihad magéshidi, seorang
mujtahid tidak langsung menyimpulkan hukum dari nas atau dalil lainnya, tapi terlebih dahulu
menyimpulkan magashid dari nas atau dalil tersebut, dan baru setelah ditemukannya magéshid,

si:mujtahid menyimpulkan suatu konklusi hukum.

Menurut ‘Izz al-Din, pengetahuan tentang mashlahah ataupun mafsadah ada yang
dibangun berdasarkan ‘irfan’, selain itu ada pula yang dibangun berdasarkan i tigdd bagi orang
awam, dan sebagian besarnya dibangun berdasarkan zhann atau hisban karena sulitnya mencapai
tingkatan yaqin atau ‘irfan. Namun ada juga sebagian kecil yang dibangun berdasarkan syakk

atau wahm.

Pola ‘irfani merupakan konstruksi yang paling tinggi dan sulit, dan hanya dapat



dilakkan oleh mereka yang memiliki tingkat hubungan spiritualitas yang tinggi dengan Sydri ‘.
Para:wali atau sufi -yang memilih kemaslahatan akhirat atas dunia- merupakan contoh mereka

yang'sampai ke derajat ini.

Sementara pola zhanni atau hisbani —yang merupakan bagian terbesar dalam syariat,
dan pola ini biasa dilakukan oleh para mujtahid melalui penggalian nas-nas yang ada. Menurut
Muhammad Salam Madkdar, penalaran hukum dalam pola ini dapat dilakukan melalui tiga cara,
yaitw: (i) Bayani, yaitu pengerahan kemampuan oleh mujtahid untuk memperoleh hukum zhanni
melalui pemahaman terhadap nas, ataupun mentarjih beberapa pemahaman yang ada, atau
melalui penelitian sanad. (ii) Qiyasi, yaitu menemukan hukum syariat yang tidak dijelaskan oleh
nas atau ijma’, dan (iii) Istishlahi, yaitu penemuan hukum melalaui penerapan kaidah umum,
yaitu kulliyyat al-syar’iyyah yang terisimpul dalam konsep jalb al-mashlahah ataupun daf"
al-mafsadah, terutama yang termasuk dalam kategori dhardriyyat, dan selanjutnya hjiyat serta
tahsiniyyat. Dan pola inilah yang menjadi domain utama dan paling erat kaitannya dalam ijtihad

magashidi.

e _Masalik al-Magashid

A A

Dalam menemukan suatu magashid al-sydri‘ah dalam syariat, para mujtahid dituntun
oleh suatu teori yang disebut sebagai masalik al-magashid, yaitu serangkaian metode atau
langkah yang mengantar seorang mujtahid dalam menemukan maqgashid al-sydri‘ah berupa

‘mashlahah yang dikehendaki’ atau ‘mafsadah yang dihindari’ sebagai dasar acuan bagi hukum

yang akan.ditetapkannya.

Ada banyak teori yang dikembangkan para pakar terkait metode penemuan hukum

melalui maqgashid al-sydri‘ah ini. Di sini, penulis akan mengetengahkan pendapat dari beberapa

pakar saja; yaitu: metode Imam al-Syathibi, metode Ibn Asydr, metode al-Khadimi serta metode



Mahé al-Shaifi.

e Metode Imam al-Syathibi

Formulasi langkah-langkah penemuan magéshid yang digagas Imam al-Syathibi —
sebagaimana dijabarkan Hammadi al-‘Ubaidi— secara sederhana dapat disimpulkan sebagai

berikut:

Pertama, pencarian (iltimas) magashid dari perintah dan larangan Syari'. Jika persoalan
yang dibahas oleh mujtahid disandarkan pada suatu nas yang mengandung perintah (amar) atau
larangan (nahy), maka dengan mudah mujtahid tersebut akan menemukan magashid al-Sydri*
melalui perintah dan larangan tersebut, dan ia pada hakikatnya tidak perlu lagi mencari magéashid
di:luar dari itu, sebab ‘mengerjakan’ atau ‘meninggalkan’ suatu perbuatan, itulah magashid yang

sesungguhnya, dan hukum yang ditetapkan menjadi sesuatu yang ta ‘abbudi.

Kedua, jika suatu nas tidak mengandung perintah dan larangan, atau suatu masalah
didalilkan pada nas yang tidak mengandung perintah atau larangan, maka seorang mujtahid
wajib menggali magéashid dari ‘illat hukum asal (yang akan dianalogi). Caranya melalui
penalaran semisal pertanyaan: ‘mengapa Sydri‘ memerintahkan perbuatan ini?’ atau ‘mengapa

Syari‘ melarang perbuatan ini?”.

Jika sudah ditemukan ‘illat-nya, maka ia dapat melakukan analogi (qgiyas) terhadap
hukum tersebut, sebab —menurut al-Syathbi- ‘illat tersebut tak lain adalah magashid Syari"”.

Al-Syathibi mencontohkan, jika seorang mujtahid ditanya tentang apa hukumnya seorang hakim



mengadili perkara sewaktu ia sakit? Maka tidak ada nas yang sharih melarang atau
memerintahkan hal tersebut. Namun ada sebuah nas yang berkaitan yang menyatakan bahwa
seorang hakim tidak boleh mengadili perkara ketika ia sedang marah. Dari nas ini, seorang
mujtahid mencari ‘illat dari larangan tersebut, dan jelas bahwa ‘illat-nya adalah ‘kemarahan’
yang-mana maksudnya adalah menjaga akal fikiran agar tidak kacau dalam menyimak argumen
daricpara pihak yang berperkara. Dari sini, si mujtahid dapat beranalogi: bahwa apa saja yang
dapat mengacaukan fikiran seorang hakim dapat menjadi ‘illat bagi pelarangan mengadili

perkara, misalkan sakit, lapar, terlalu kenyang dan lain sebagainya.

Ketiga, Tawaqquf. Jika seorang mujtahid tidak berhasil menemukan magdshid Syari‘,
baik dari teks perintah/larangan nas maupun dari ‘illat, maka ia harus tawaqquf, yaitu berhenti
pada batas-batas yang terdapat dalam nas, dan ia tidak dibenarkan melakukan analogi terhadap

nas tersebut selama magashid al-Sydri - belum ditemukan degan jelas.

Konstruksi ijtihdd semacam ini digali oleh al-Syathibi dari metode Imam Malik r.a.
Untuk lebih jelasnya tentang metodologi ijtihad magashidi yang dikonstruksi oleh al-Syathibi

dapat dilihat dari gambar berikut ini:
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Gambar 2:
Metode penentuan magashidi menurut Imam al-Syathibi

Ibn ‘Asydr memiliki catatan menarik terhadap pandangan al-Syathibi di atas, terutama
yang: berkenaan dengan tawaqquf. Menurutnya, seluruh hukum syariat mengandung magashid
syari, baik berupa hikmah, mashlahah atau pun manfaat. Di sinilah para ulama dituntut
menemukan maqgashid tsersebut, dan ketika belum ditemukan, itu bukan berarti tidak ada, sebab
kemampuan para ulama tidak selalu sama, dan sesuatu yang belum bisa tereksplorasi pada suatu

masa bisa jadi akan tereksplorasi di masa berikutnya.

o Metode Ibn ‘AsyQr

A Ag

Dalam menggali dan menemukan magashid al-sydri ‘ah, lon Asyur menawarkan metode

yang disebutnya sebagai thurug itsbat al-magéashid yang terdiri dari 3 (tiga) cara utama, yaitu:

o Melalui penggalian induktif (istiqra™) terhadap syariat dalam segala tindak-tanduk

(tasharrufat) dan gelagatnya. Langkah ini selanjutnya terbagi ke dalam dua macam, yaitu:

o Melalui penggalian induktif (istigrda’) terhadap hukum-hukum yang diketahui
‘illat-nya. Dalam menempuh langkah ini, mau tidak mau seorang mujtahid harus
merujuk kepada metode masalik al-‘/lah. lbn Asylr menjelakan, di antara
‘illat-illat ada yang memiliki sisi keserupuaan satu sama lain, dengan menggali
illat- illat tersebut, maka akan mudah bagi seorang mujtahid mengenali suatu
hikmah/nilai yang menghubungkan antara ‘illat-i/lat tersebut, selanjutnya

menyimpulkan bahwa hikmah tersebut sebagai magashid.

lon Asylr mencontohkan, bahwa ‘llat dari larangan muzibanah dalam jual beli

adalah ketidaktahuan (al-jahlu) terhadap nilai salah satu barang sehingga berpotensi



terjadi gharar, selanjutnya diketahui pula bahwa ‘illat dari larangan bay’ al-juzaf
adalah adalah ketidaktahuan (al-jahlu) terhadap kadar (ukuran, berat, dll) barang
yang akan ditransaksikan sehingga juga berpotensi terjadi gharar, demikian juga
‘illat dari larangan beberapa transaksi lainnya. Dari beberapa ‘illat di atas, maka
seorang mujtahid akan sampai pada suatu titik kesimpulan: bahwa gharar adalah
sesuatu yang tidak dibenarkan dalam transaksi jual beli. Dengan demikian, ia dapat

menyimpulkan bahwa segala transaksi yang mengandung gharar adalah bathil.

o Melalui penggalian induktif (istigra’) terhadap dalil-dalil hukum yang didasarkan
pada satu ‘illat yang sama, dalam hal ini seorang mujtahid akan sampai pada

keyakinan bahwa ‘illat tersebut merupakan magqdshid Sydri".

Ibn Asylir mencontohkan: bahwa “illat pelarangan membeli bahan makanan sebelum
menerimanya adalah agar bahan makanan mudah didapat di pasar, demikian juga
‘illat larangan membeli bahan makanan secara pesanan agar makanan tidak langka di
pasar karena sudah terikat menjadi milik orang, demikian juga ‘illat larangan
monopoli (ihtikar) bahan makanan adalah agar bahan makanan tidak langka di pasar.
Dari ‘illat yang sama di atas, dapat disimpulkan bahwa kemudahan mendapatkan
bahan makanan di pasar merupakan salah satu tujuan Sydri‘ , karena itu dapat
ditetapkan hukum bahwa setiap perbuatan yang menyebabkan bahan makanan langka

di pasaran adalah terlarang.

Melalui pemahaman terhadap dalalah Alquran yang sudah jelas yang membawa kepada
keyakinan bahwa apa yang disebutkan di ayat tersebut itulah maksud Syari', dan

kemungkinan adanya maksud lain amat lemah.

lbn ‘Asylr mencontohkan: Jika kita membaca sebuah ayat, misalnya firman Allah swit.:



Ailall &de (i€ maka akan langsung dapat dipastikan bahwa maksud ayat tersebut adalah
mewajibkan puasa. Meski lafaznya menyebutkan kata ‘kutiba’ <€ yang berarti
‘dituliskan’, namun bila ada seseorang yang mengatakan bahwa ayat tersebut bermakna
‘puasa itu dituliskan bagimu di selembar kertas’ maka dapat dipastikan bahwa yang

bersangkutan salah memahami ayat tersebut.

Maka demikian juga halnya ayat-ayat lain misalnya seperti sall & & 5 Y5 500 & 0 4, 5
dapat dipastikan bahwa dalam ayat tersebut terkandung penegasan yang jelas tentang

maksud Syari ‘ yaitu prinsip ‘kemudahan’ yang senantiasa wajib diindahkan.

Melalui penggalian terhadap sunnah yang mutawatir, baik yang sifathya mutawatir

ma’nawi maupun mutawatir ‘amali.

Adapun mutawdtir ma 'nawi adalah mutawatir yang disimpulkan dari penglihatan banyak
shahabat terhadap suatu amalan Rasulullah saw., sehingga mereka bisa menarik suatu
kesimpulan yang sama, misalnya tentang khutbah hari raya yang dilaksanakan sesudah
sholat ied, walau hadis tentang ini tidak mutawatir secara sanad, tapi penglihatan banyak
shahabat tentang hal ini —dan mereka tidak meriwayatkan sebaliknya- menjadikannya

mutawatir secara makna.

Sedangkan mutawatir ‘amali adalah mutdwatir yang disimpulkan dari praktik sebagian
sahabat berdasarkan seringnya mereka memperhatikan praktik Rasulullah saw. lbn Asyar
mencontohkan hal ini dengan praktik yang dilakukan oleh Abl Barzah al-Aslami ra.
sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis:
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Artinya:

“Diriwayatkan dari Azraqg ibn Qais, ia berkata: Suatu ketika kami berada di tepi sungai
Ahwaz, yang mana airnya sedang dangkal, lalu datanglah Abl Barzah al-Aslami ra.
dengan menunggang kuda, kemudian beliau sholat dan membiarkan kudanya (tanpa
diikat), tapi kuda itu pergi meninggalkannya. Maka Ab( Barzah ra. pun meninggalkan
sholatnya dan pergi mencari kudanya sampai bertemu, setelah itu beliau kembali
menggadha sholatnya. Lalu di antara kami ada seorang yang berpendapat dan berkata:
“Lihat orang tua itu, ia meninggalkan sholatnya karena seekor kuda”. Mendengar itu, Abii
Barzah ra. mendekati kami dan berkata: “Tidak pernah seorang pun mengejek aku sejak
aku‘berpisah dari Rasulullah Saw”. Lalu beliau menjelaskan: “Rumahku jauh dari sini,
jika-aku meneruskan sholat dan membiarkan kuda itu, maka aku bisa tidak bisa sampai ke
rumah menemui keluargaku malam ini”. Dan beliau menceritakan bahwa beliau lama
bergaul dengan Rasulullah saw. dan melihat sosok Rasulullah saw. sebagai orang yang
selalu memberi kemudahan”. (HR. al-Bukhari [6127])

Hadits di atas, kendati secara sanad tidak sampai derajat mutawatir, namun secara amali
dapat dikatakan mutawatir, karena sahabat yang meriwayatkannya berpedoman dari
pengalamannya yang berkali-kali bersama Rasulullah saw., hingga ia sampai pada suatu
kesimpulan bahwa salah satu maksud syariat adalah ‘memberi kemudahan’. Berangkat dari
kesimpulan itu, ia lalu berpendapat bahwa memutuskan sholat demi mencari kuda dan
meneruskannya setelah itu lebih diutamakan daripada meneruskan sholat dengan risiko
akan mengalami kesulitan (masyaqgah). Magashid yang disimpulkan Ab( Barzah ra. bagi

beliau pribadi adalah suatu zhanni yang mendekati gath i.

Pemetaan metode penemuan magashid syariah menurut pemikiran Syaikh Ion Asydr

dapat dilihat dari bagan di bawah ini:
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Gambar 3: i
Thuruq itsbat al-magdshid menurut Ibn ‘AsyQr

e Metode Ndr al-Din al-Khadimi

Menurut al-Khadimi, sebelum melakukan ijtihad magéshidi, seorang mujtahid mesti
memperhatikan tiga unsur penting —yang diistilahkan oleh al-Kh&dimi sebagai mustalzaméat-

yang merupakan pilar dari penalaran magashidi, yaitu:
e Pokok-pokok yang terkait dengan nas.
o Pokok-pokok yang terkait dengan realita (wagi’).
o Pokok-pokok yang terkait dengan mukallaf sebagai objek hukum.

Selanjutnya, untuk dapat menemukan suatu magashid al-sydri‘ah dalam hukum,
NOruddin ~Mukhtar Al-Khadimi menawarkan metode yang disebutnya dengan nama yang
beragam, seperti: thuruq itsbat magashid atau masalik al-kasyf ‘an al-magéshid, atau juga subul
itshat al-magashid atau thuruq kasyf wa ta’yin al-magashid. Metode al-Khadimi cukup
sederhana:bila dibanding metode al-Syathibi atau Ibn Asydr, di mana al-Khadimi menyebutkan

dua cara yang dapat ditempuh dalam menggali magashid, yaitu:



e Melalui istinbath langsung dari Alquran dan sunnah

Poin penting penetapan suatu magashid dari nas Alquran dan Sunnah dapat diketahui
langsung dari suatu perintah (amar) atau larangan (nahy) yang disebutkan di dalam Alquran
maupun sunnah tersebut, ataupun melalui penggalian ‘i/lat yang terdapat dalam perintah dan

larangan tersebut.

Adapun contoh penetapan magashid melalui perintah dan larangan dalam Alquran,
misalnya “perintah Allah swt. untuk menunaikan sholat, puasa, menegakkan keadilan,
menyebarkan kebaikan (ihsan), musyawarah (sy(ra) dan lain sebagainya, begitupun juga
larangan Allah swt. dari mengerjakan keburukan, maksiat dan segala perbuatan yang haram.
Semua perintah dan larangan tersebut didasarkan pada suatu tujuan, yaitu mendatangkan
kebaikan (jalb al-khair) bagi manusia dan menjauhkan mereka dari kemudaratan (daf”

al-dharar).

Selain dari ayat-ayat atau hadis yang berisi perintah dan larangan, suatu magashid juga
dapat digali dari ayat-ayat atau hadis yang bersifat taqririyyah, yaitu yang tidak menyebutkan
suatu magéshid secara langsung, tapi kandungannya mengisyaratkan suatu pengakuan akan
magashid atau mashlahah. Misalnya seperti yang tergambar dari firman Allah swt.:

s de 0nlll 2 3 Jas

Artinya:

“Dan Dia (Allah swt.) tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini sesuatu yang
menyulitkan”. (QS. Al-Hajj: 78)

Dalam ayat di atas terdapat suatu kandungan magashid, yaitu bahwa hukum syariat
senantiasa-memperhatikan aspek kemudahan (taysir) dan keringanan (takhfif) yang merupakan

substansi dari mashlahah yang terkait daf"u al-mafsadah.



e Melalui penggalian dari magashid ashliyyah dan magdshid tabi‘ah.

Yang dimaksud dengan magashid ashliyyah adalah magashid yang menjadi tujuan
dasar, pertama kali dalam pensyariatan suatu hukum serta menjadi asas dari hukum tersebut
(magashid primer), misalnya seperti ‘melahirkan keturunan’ atau ‘memakmurkan bumi’ sebagai

magashid-ashliyyah dari pensyariatan perkawinan.

Sedangkan maqashid tabi’ah adalah magéashid sekunder (tingkat kedua) yang berfungsi
sebagai penguat dan penegas bagi magashid ashliyyah, contohnya adalah ‘bersenang-senang
dengan pasangan’ atau ‘mendapatkan ketenangan jiwa’ sebagai magdshid tabi’ah dari

pensyariatan perkawinan.

Dari masing-masing maqashid ashliyyah maupun tibi’ah di atas, dapat digali magéashid
lainnya dalam penetapan suatu hukum yang memiliki kaitan dengan hukum tersebut, misalnya
‘mencapai kebahagiaan’ atau ‘bersenang-senang dengan anak-anak’ sebagai suatu magashid lain
dari perkawinan. Atau juga ‘terjaganya hubungan persaudaraan dan pergaulan yang baik’ yang

tersimpul dalam larangan mengajukan pinangan di atas pinangan orang lain, dan lain sebagainya.
e Metode Mah4 al-Shaifi

Maha al-Shaifi mencoba menawarkan metode yang lebih komprehensif dan sistematis
dalam konstruksi ijtihad magashidi. Metode ini disarikan al-Shaifi dari berdasarkan praktik
ijtihdd magéshidi yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw., khususnya para khulafa’

al-rasyidin.

Secara garis besar, al-Shaifi menegaskan bahwa seorang mujtahid akan dihantarkan
menemukan suatu magashid setelah melakukan interaksi (¢« ’dmul) dengan rangkaian nas serta

interaksi dengan dalil-dalil lain yang mu tabar dalam syariat. Hemat penulis, proses ta’@mul di



sini adalah tidak berbeda dengan istigrd’ seperti yang dikemukakan oleh Ibn ‘Asy(r atau pun
penggalian yang dikehendaki oleh a-Khadimi. Perbedaan ini hanyalah sebatas perbedaan istilah

tapi memiliki substansi yang sama.
o Ta’dmul ma’a al-nash

Proses interaksi dengan nas dimulai dengan penelusuran terhadap nas-nas yang ada,
baikSAlquran, maupun sunnah. Seorang mujtahid mengintrodusir (tatabbu’) seluruh ayat yang
berkaitan ‘dengan tema yang sedang ia bahas, lalu mencoba memahami makna dan maksud
kandungan ayat tersebut secara mendalam. Hal yang sama ia lakukan terhadap hadis-hadist yang

berkaitan dengan tema tersebut, baik secara dirdyah maupun riwayah.

Pemahaman terhadap nas-nas di atas juga dapat dilakukan melalui pemahaman bahasa
Arab (lughawi), sebab Alguran dan sunnah dinarasikan dalam bahasa tersebut. Dari sini mujtahid
akan mengetahui apakah nas yang ia bahas mengandung dalalah yang wadhih (jelas, baik dalam
arti zhahir, nas, mufassar, muhkém) atau mubham (kabur, baik karena: khafi, musykil, mujmal,

mutasyabih).

Hal lain yang tak kalah penting diperhatikan oleh mujtahid terkait nas tersebut adalah
mengenai asbab al-nuzll ayat dan asbab wurdd al-hadis, sebab dengan mengetahui kedua hal ini
akan dapat difahami konteks nas yang sedang dikaji, baik dari segi keumuman, kekhususan dan

lain sebagainya.
o Ta’admul ma’a adillah al-ukhra

Selanjutnya, setelah melakukan penggalian terhadap nas-nas yang ada, maka perlu
dipertimbangkan juga adillah lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas, yaitu berupa

ijmd’, qiyés, mashlahah mursalah, sadd al-dzard i, al-qarinah al-gdthi’ah, dan ‘urf.



Setelah mempertimbangkan kedua aspek utama di atas, barulah seorang mujtahid
sampal pada kesimpulan tentang ada suatu magashid al-Sydri‘ berupa mashlahah dalam tema
yang ia bahas, untuk selanjutnya magéshid tersebut dijadikan sebagai pertimbangan menetapkan
hukum. Metode yang ditawarkan oleh al-Shaifi di atas dapat dipetakan seperti dalam bagan

berikut ini:
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Gambar 4:
Metode penemuan magashid menurut Mahé al-Shaifi

Dari beberapa metode di atas, penulis melihat satu sisi kesamaan: yaitu bahwa
maqashid al-sydri‘ah dapat ditemukan melalui interaksi mendalam (yang dalam metode di atas
diistilahkan beragam sebagai istigra’ ataupun ta’amul) dengan mengkaji rangkaian nas-nas
Alguran dan Sunnah. Proses interaksi istiqra™ yang mendalam ini menghendaki seorang mujtahid
menggali sebanyak-banyaknya nas yang ada yang memiliki koneksitas atau korelasi dengan tema
yang hendak dibahas. Dan bila terasa belum memadai, nas-nas tersebut dapat pula dikolerasikan

dengan dalil-dalil lainnya yang relevan. Dari sini, dapatlah tersingkap jelas prinsip-prinsip serta



tujuan-tujuan umum Sydri * melalui dalil-dalil tersebut, baik berupa jalb al- mashlahah maupun
daf”"al-mafsadah. Dari konstruski tujuan-tujuan umum itu kemudian dibangun suatu hukum baru
yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman tanpa mengabaikan ruh syariat

menaunginya.

e Identifikasi magashid dan wasé’il

Seperti diterangkan di atas, bahwa penemuan dan penentuan magashid menjadi kunci
utama, yaitu menemukan aspek mashlahah atau mafsadah dari dalil atau rangkaian dalil yang
ada, yang kemudian mengantarkan seorang mujtahid menemukan hukum. Inilah domain utama

ijtihdd magéshidi yang membedakannya dengan metode ijtihad lain.

Imam ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam menegaskan bahwa mashlahah duniawi ataupun
mafsadah-nya dapat digali dengan penalaran logis (al- ‘aq/), sedangkan mashlahah ukhrawi dan
mafsadatnya, yaitu berupa pahala dan dosa, hanya dapat dikenali melalui wahyu (al-naqgl).
Sementara, mashlahah yang dikehendaki manusia tentu saja senantiasa berkaitan dengan hal-hal
duniawi maupun ukhrawi sekaligus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara
mashlahah® pokok tersebut adalah menjaga jiwa manusia, harta, kehormatan, yang mana
semuanya merupakan kemaslahatan yang erat dengan kehidupan duniawi. Dengan demikian tak
dipungkiri-lagi bahwa dalam penggalian mashlahah dan mafsadah pada pokoknya menekankan
pendayagunaan akal fikiran sebagai media penggalian hukum disamping dalil-dalil nagl yang

ada.

Selanjutnya, mashlahah dan mafsadah tersebut memiliki asbab (sebab-sebab) dam
wasa'il (media-media yang mengantarkan tercapainya kemaslahatan atau terhindarnya dari
mafsadat), dan wasa'il tersebut memiliki hukum magashid berupa al-1jab, al-nadab, al-ibahah,

al-karédhah dan al-tahrim. Sebagian wasa’il tersebut lebih utama dari tujuan-tujuannya,



misalnya: membantu orang merealisasi perbuatan mubah lebih utama dari perbuatan mubéh itu

sendiri.

Imam ‘Izz al-Din menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah itu adalah kelezatan dan
sebab-sebabnya (al-ladzdzat wa asbabuhd) serta kesenangan dan sebab-sebabnya (al-afréh wa
ashabuha). Sedangkan hakikat dari mafsadah adalah rasa sakit dan sebab-sebabnya (al-alam
wa ashabuhd) serta kesedihan dan sebab-sebabnya (al-ghumim wa asbébuhd). Ketentuan ini
menadi karakter dalam syariat, di mana tujuan Allah Swt menurunkan syariat adalah agar
manusia memperoleh kesenangan dan sebab-sebabnya tersebut serta terhindarkan dari rasa sakit
dan sebab-sebabnya. Kelezatan atau rasa sakit tersebut merupakan akibat dari suatu tindakan
atau perbuatan yang disebut dengan wasa’il, di mana syariat mengatur tindakan atau perbuatan
tersebut dengan seperangkat hukum (yang disebut dengan ‘hukum-hukum wasé’il’) agar

kemaslahatan manusia dapat direalisasikan.

Pada tataran praktis, ada kemaslahatan yang penyebabnya terdiri dari mafsadat. Dalam
hal ini mafsadat tersebut dibolekan atau bahkan diperintahkan, bukan karena keberadaannya
sebagai mafsadat tapi karena fungsinya yang dapat mengantarkan pada terwujudnya
kemaslahatan. Misalnya: potong tangan yang dilakukan negara terhadap pencuri adalah sebuah
mafsadat, - tapi perbuatan tersebut diperintahkan oleh syariat demi diperolehnya suatu
kemaslahatan hakiki yaitu terpeliharanya harta manusia (hifzh al-mél), mafsadat potong tangan
tersebut merupakan mafsadat majazi, dan ia dibenarkan karena ia merupakan sebab menuju
tercapainya maslahat yang haqiqi. Sebaliknya, adapun mafsadat yang penyebabnya terdiri dari
maslahat. Dalam hal ini maslahat tersebut bersifat majazi dan ia lantas dilarang, bukan karena
keberadaannya sebagai maslahat tapi karena akibatnya yang dapat mengantarkan pada

terwujudnya mafsadat yang haqiqi.



Konsep ini kemudian berkelindan dalam suatu prosesi yang disebut sebagai ‘penarikan
mashlahah’ (jalb al-mashlahah) serta ‘menghindarkan mafsadat’ (dar'u al-mafsadah). Segala
perbuatan-manusia dapat menjadi sebab bagi terealisasinya mashlahah (dunia, akhirat, ataupun
keduanya), atau juga menjadi sebab bagi terjadinya mafsadah (dunia, akhirat atau keduanya).
Dancdengan melihat pada kualitas mashlahah atau mafsadah yang dihasilkan, dari sanalah
dibangun status hukum bagi perbuatan manusia tersebut, baik berupa fijab, nadab, ib&hah,

karahah, serta tahrim.

Kemaslahatan Tjab adalah lebih tinggi daripada kemaslahatan nadab, dan kemaslahatan
nadab lebih tinggi dari kemaslahatan ibahah. Sedangkan mafsadat dalam tahrim adalah lebih

tinggai daripada mafsadat dalam karahah. Dalam konteks ini, Imam ‘Izz al-Din merumuskan

kaidah:
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Artinya:

“Setiap perbuatan yang dipuji atau dipuji pelakunya karna perbuatan tersebut, atau
dijanjikan suatu kebaikan padanya, baik segera maupun nanti, makan perbuatan
tersebut adalah diperintahkan, akan tetapi perintah tersebut berkemungkinan antara
wajib dan nadab”.

Dan juga kaidah:
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Artinya:

“Setiap perbuatan yang dicela atau dicela pelakunya karna perbuatan tersebut, atau
dijanjikan suatu keburukan padanya, baik segera maupun nanti, makan perbuatan
tersebut adalah diharamkan ™.



Artinya, muatan mashlahah atau mafsadah dalam suatu perkara menjadi pertimbangan
dalam penentuan hukumnya. Semakin besar muatan mashlahah dalam suatu perbuatan, maka
perbatan tersebut dapat dinyatakan sebagai wajib. Sebaliknya, semakin besar mautan mafsadah

dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut menjadi haram.

Selanjutnya, ketika jalb mashlahah dan bertemu dengan daf’ah al-mafsadah dalam
suatu perkara, maka konsep daf’ah al-mafsadah harus didahulukan, dalam arti bahwa pencapaian

mashlahah harus dikesampingkan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

Atau juga semisal hadis:
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Artinya:
Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh

membahayakan diri sendiri dan membahayakan pihak lain”. (HR. Abi Dawad dalam
al-Marasil [407], Ibn M&jah [2341],Malik [31], Ahmad [2865])

Hadits di atas menegaskan bahwa kemudaratan atau mafsadah mutlak harus dihilangkan,
dan itu sifatnya pasti. Sebaliknya, kemaslahatan tidak dapat dipaksakan pencapaiannya kecuali
seusi kadar kemampuan manusia. Dalam hal ini, Imam al-Suy(thi menjabarkannya melalui

kaidah:
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Artinya:

“Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik mashlahah. Dan apabila
mashlahah dan mafsadat bertentangan dalam suatu perkara, maka penolakan mafsadah
lebih diutamakan secara umum, sebab perhatian Sydri‘ terhadap larangan-larangan
adalah melebihi daripada perhatian Syari‘ terhadap perintah”.

Lebih jauh, jika teradi dilema di mana suatu perkara dihadapkan pada pilihan yang sulit,



yaitu di antara dua mafsadah atau dua kemudaratan. Maka dalam hal ini, para pakar usul fikih
telal: menetapkan kaidah bahwa harus dipilih kemudaratan yang lebih ringan di antaranya

keduanya (ihtimal akhaff al-dhararain). Kaidah ini diungkapkan dalam berbagai narasi seperti:

“Kemudaratan yang berat dihilangkan dengan memilih kemudaratan yang lebihringan”
el Sanl ek Gl i

JtDizantara dua keburukan) harus dipilih keburukan yang paling ringan atau kemudaratan yang
paling ringan”

Lginl 5L T Ll eg) obdeds (o5 1)

“Apabila terjadi pertentangan di antara dua mafsadah, maka harus dipertimbangkan me
nghilangkan yang paling berat mudaratnya dengan memilih yang paling ringat mudaratnya”

Pembahasan tentang hal ini banyak dilas dalam kitab-kitab usul fikih dan diterapkan
dalam semua furu‘ fikih. Kaidah-kaidah tersebut di atas mengacu pada satu makna dan
substansi, yaitu: ketika sesuatu dihadapkan pada pilihan 2 (dua) kemudaratan atau lebih, yang
mana satu kemudaratan lebih ringan dari pada yang lain, maka harus dijatuhkan pilihan pada

alternatif yang paling ringan atau paling sedikit kemudaratannya

Dengan demikian, eksistensi al-ahkam al-khamsah -yang terdiri dari hukum
wajib/fardhu, sunnah/manddb, mub&h, makrih dan hardm- merupakan ahkam al-wasa’il yang
merupakan. sarana untuk mencapai tujuan penetapan hukum syariat, yaitu terwujudnya
kemaslahatan manusia dan terhindarnya mereka dari mafsadat, baik di dunia dan akhirat.
Penetapan-salah satu hukum pada wasa’il tersebut amat tergantung pada kandungan nilai atau

kualitas dari mashlahah maupun mafsadah yang dikandungnya.

o~ Contoh Penerapan Ijtihdd Magashidi



Untuk lebih mendekatkan pemahaman tentang ijtihdd magashidi serta mengetahui
bagatmana sisi perbedaannya dengan konsep ijtihad lain, dapat kita lihat dari beberapa contoh

penerapannya di bawah:
¢ Kasus pembunuhan kolektif terhadap satu orang

Perkara ini merupakan bahasan yang amat populer dan menjadi perbincangan para
ulanmia fikih sejak masa sahabat dan Tabi’in. Dalam catatan tarikh disebutkan, bahwa kasus
pembunuhan Kkolektif terhadap satu korban pernah terjadi pada masa pemerintahan khalifah
‘Omar ibn Al-Khatthdb ra., di mana terjadi pembunuhan berjamaah yang dilakukan oleh empat

orang pelaku terhadap seorang anak.

Seperti diriwayatkan oleh al-Baihaqgi, kasus ini bermula ketika seorang wanita di kota
Shan’a (Yaman) ditinggal oleh suaminya dalam suatu perjalanan. Wanita tersebut ditinggal
bersama seorang anak suaminya dari istri lain. Ketika sang suami telah berangkat, si wanita
berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi perselingkuhan itu diketahui oleh anak tirinya
tersebut. Maka wanita tersebut membujuk pria selingkuhannya untuk membunuh anak tersebut
agar perbuatan serong mereka tidak ketahuan. Singkat cerita, wanita dan selingkuhannya itu,
dengan dibantu oleh seorang laki-laki lain dan seorang pembantu mereka bersama-sama
membunuh anak tersebut, mereka kemudian memutilasi jasadnya dan membuangnya secara
terpencar.c Tapi skandal pembunuhan tersebut akhirnya terbongkar, dan keempat pelaku
mengakui-perbuatan mereka. Ya’la, sang gubernur Yaman kala itu mengirim surat meminta
pendapat kepada ‘Umar ibn Al-Khatthab ra. tentang persoalan tersebut. Dan ‘Umar menetapkan
bahwa keempat pelaku harus dihukum gishash, dan ‘Umar ra. juga mengucapkan kata-katanya

yang populer:



A i T g 2R
“Andaikata seluruh penduduk Shan’a terlibat bersama-sama dalam pembunuhan

tersebut, maka mereka semua akan aku hukum mati) gishash) .(HR. al-Bukhéari ,[6896]
al-Baihaqi [159774(]

Para ulama -baik di masa ‘Umar ra. maupun pasca ‘Umar- kemudian berbeda pendapat
dalam masalah ini dan yang serupa dengannya. Mayoritas ulama mengemukakan pendapat yang
sama dengan ‘Umar ibn Al-Khatthab r.a. Sementara menurut Rabi’ah, dalam kasus ini tidak bisa
ditegakkan -hukum gishéash karena tidak terpenuhi unsur kesetaraan yang merupakan ‘illat dalam
hakum gishash. Ulama lain seperti Mu’adz ibn Jabal ra., Abdullah ibn Zubair ra., al-Zuhri dan
Ibn Sirin—berpendapat: wali korban dapat memilih salah seorang pelaku untuk digishésh,

sedangkan pelaku yang lain diharuskan membayar diyat.

Dari perspektif ijtihad tekstual atau literal, pendapat Rabi‘ah dan yang lain dinilai lebih
tepat, sebab berdasarkan istinbath dari nas yang ada, hukum gishash menghendaki adanya suatu
persamaan, di mana ‘pembalasan yang sama’ merupakan ‘illat penting dari hukum gqishash,
sekaligus juga merupakan makna lughawi dari gishash itu sendiri, sebagaimana firman Allah
SWi.:

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishaash berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita”. (QS. Al-Bagarah: 178)

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa ‘illat dalam penerapan gishash adalah adanya unsur
kesamaan.’Oleh karena itu, ketidaksamaan antara jumlah pelaku pembunuhan dan jumlah korban

membuat masalah pembunuhan kolektif tidak dapat digiyaskan dengan pembunuhan biasa.

Sementara dari penalaran ijtihdd magashidi, pendapat ‘Umar ibn Al-Khatthab dan



jumhur ulama dinilai lebih tepat dan sesuai dengan maksud Sydri‘ dalam menetapkan hukum
gish@sh. ‘Umar menyadari fakta bahwa nyawa dan darah manusia merupakan hal yang paling
berharga yang tak boleh semena-mena ditumpahkan, apalagi untuk menutupi sebuah dosa
kolektif. Dan berdasarkan penggalian dari nas-nas tentang hukum gishésh, misalnya ketika ayat
dalam surah al-Bagarah 178 tersebut dihubungkan dengan ayat-ayat yang bertema qishash
lainnya seperti dalam surah al-Bagarah ayat 179, surah al-Bagarah ayat 194, dan surah
al-Ma idah-ayat 32, serta hadis-hadis yang ada yang berkenaan dengan tema gishash, ditemukan
suatu maksud Sydri‘ dalam penetapan hukum tersebut, yaitu untuk memelihara jiwa manusia

(hifzh al-nafs).

Melalui pengkajian semacam ini, Umar kemudian sampai pada titik kesimpulan bahwa
meski jumlah antara pelaku dan korban gqishash tidak sama, namun pelaku pembunuhan
berjamaah harus dihukum gishésh, karena kejahatan mereka sama nilainya dan bertentangan

dengan maksud Sydri - dalam memelihara jiwa manusia.

e Melempar jumrah di malam hari

Waktu paling afdhal untuk melempar jumrah ‘agabah adalah setelah terbitnya matahari
hingga waktu zawal (waktu dhuha), sedangkan untuk jumrah lainnya (hari tasyrigq) adalah
setelah zawal. Ketentuan ini didasarkan keterangan dari hadis-hadis tentang manasik Rasulullah
saw., dan Rasulullah saw. pun memerintahkan umat agar mencontoh manasik beliau,

sebagaimana disebutkan dalam hadis:

-
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Artinya

“Dari Jabir ibn ‘Abdillah ra. berkata: Aku melihat Rasulullah saw. melempar jumrah



pada hari nahar di waktu dhuha. Adapun setelah itu, (beliau melempar jumrah) setelah
zawal”. (HR. Muslim [1299], Abt Dawad [1971], Ibn Majah [3053]

Namun fakta yang ada (wdgi ) menunjukkan bahwa momen melempar jumrah tersebut
tak jarang menjadi peristiva yang memakan banyak korban jiwa, di mana manusia
berdesak-desakan sehingga saling menginjak satu sama lain, akibatnya sering menimbulkan
kerban jiwa. Fakta ini sering terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya, yang mana

ratusan jamaah haji kehilangan nyawa dalam prosesi manasik yang satu ini.

Karena itu, kendati terdapat nas tentang wajibnya melempar jumrah ‘agabah di waktu
dhuha, namun sebagian ulama fikih berpendapat bahwa diperbolehkan melempar jumrah pada
hari tasyriq sebelum zawal bahkan di malam hari dengan tujuan memudahkan (taysir) dan
meringankan (takhfif) bagi para jemaah haji yang semakin membludak agar terhindar dari bahaya
yang selalu mengintai jemaah akibat berdesak-desakan di tempat ini. Pendapat ini misalnya

seperti yang dikemukakan oleh Imam Thawds dan Atha" ibn Abi Rabah dari kalangan 7dbi in.

Dalam tinjauan ijtihad bayéani, perluasan waktu melempar jumrah ini tidak dapat
dibenarkan, sebab Syari‘ telah menetapkan pembatasan waktu yang harus diikuti yang sekaligus

merupakan ‘illat dari pelaksanaan ibadah tersebut.

Namun berdasarkan penalaran magéshidi, penggalian hukum tak cukup pada tataran
perintah tentang pembatasan waktu, tapi pembahasan dilakukan lebih mendalam dengan
memahami fakta yang ada (wdgqi‘) sebagai persoalan yang harus dicarikan solusinya, seraya

mengkaji ~magashid di balik penetapan waktu tersebut.

Dan dari penalaran yang dilakukan, dapat diketahui bahwa ‘melempar jumrah’
merupakan suatu magéashid, sedangkan ‘penentuan waktu melempar’ merupakan wasa il-nya.

Dan setelah ditinjau dari ‘illat-nya, ditetapkan bahwa pemilihan waktu dhuh& sebagai waktu



melempar jumrah adalah untuk memberi kelapangan bagi manusia dan mengangkat kesulitan
(raf*:al-masyaqqgah), sebab waktu antara terbit matahari hingga zuhur merupakan waktu luang
yang' cukup panjang dibanding dengan waktu lainnya (misalnya antara zuhur-ashar atau
ashafr-maghrib), pemilihan waktu ini memberi keluasan waktu bagi jamaah haji. Seiring
bertambah-banyaknya jemaah haji, maka prinsip dan tujuan raf* al-masyaqqgah ini harus tetap
dipertahankan, karena itu difahami bahwa pemilihan waktu tersebut bukanlah harga mati, tapi
hanyalah wasilah yang dapat berubah sesuai kondisi yang ada, hal ini mengantarkan sebagian
mujtahid «pada konklusi hukum tentang bolehnya memperluas waktu pelemparan jumrah

termasuk di malam hari.

e Hukum Merokok

Tidak ada nas yang pasti dan jelas tentang hukum merokok, karena itu persolan rokok
jelas termasuk perkara zhanni yang merupakan lapangan ijtihad. Di awal kemunculan rokok,
para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum merokok antara yang membolehkan sampai
yang mengharamkan. Namun seiring waktu, setelah banyaknya dilakukan penelitian tentang
rokok sehingga fakta tentang bahaya rokok bagi kesehatan manusia menjadi tak terbantahkan,

maka hampir seluruh ulama muta 'akhkhirin kemudian menyatakan tentang keharaman rokok.

Dalam tinjauan ijtihad literal, tidak adanya dalil yang pasti membawa sebagian ulama
pada kesimpulan tentang kebolehan rokok. Namun dalam konsep ijtihdd magashidi, penalaran
yang mendalam tentang berbagai aspek membawa kesimpulan pada keharaman rokok.

Tinjauan pertama kali dihadapkan pada fahm al-wdgi’, dalam hal ini telah nyata
bagaimana. rokok merusak kesehatan dan memberikan banyak efek negatif berdasarkan

penelitian ahli-ahli medis.



Selanjutnya dari penggalian terhadap nas-nas yang ada, nyatalah bahwa sesuatu yang
merusak dan membahayakan (dharar) kesehatan atau moral termasuk dalam domain larangan,
misalnya ayat yang menyatakan:

S ) gl Y

Artinya:

“Dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan”. (QS. Al-Bagarah:
195).

Atau juga semisal hadis:
S Y5 55
Artinya:

“Tidak bolen membahayakan diri sendiri dan membahayakan pihak lain”. (HR. Abt
Dawdd dalam al-Marasil [407], Ibn Majah[2341],Malik [31], Ahmad [2865])

Setelah itu —mengutip ‘Ali Thanthawi- sesuatu yang dilarang karena membahayakan
(dharar), maka dilihat: jika dharar yang didatangkannya begitu besar, maka larangannya
mencapai derajat haram. Adapun jika dharar yang disebabkannya kecil, maka larangannya
sampai sebatas makruh. Dan jelas tidak ada peluang untuk dikatakan mubah dalam kondisi ini.
Dalam hal ini, rokok jelas bereksistensi sebagai perbuatan (wasa'il) yang membawa kepada
kemudharatan, ancaman kesehatan yang disebabkan rokok sangat nyata dan rokok menjadi
penyebab -timbulnya penyakit kronis dan mematikan seperti kanker dan sebagainya. Selain
kesehatan  fisik, merokok juga merusak kesehatan psikis, di mana rokok menyebabkan
kecanduan dan seorang perokok sulit melepaskan diri dari kebiasaan buruk tersebut sehingga ia
menjadi ‘tawanan’ rokok seumur hidupnya.

Selanjutnya dihubungkan pula dengan beberapa nas lain tentang larangan bersikap
mubazir, ~nyata bahwa merokok adalah merupakan suatu perbuatan mubazir dan

membuang-buang harta dengan sia-sia. Begitu pun jika dihubungkan dengan nas-nas tentang



larangan mengkonsumsi sesuatu yang tercela (khabaits), jelas bahwa rokok termasuk perkara
khabaits, yang mana aromanya tidak disukai dan mengganggu orang lain.

Dari penalaran ini, diambil suatu kesimpulan bahwa rokok merupakan wasa’il yang
menyebabkan rusaknya jiwa dan harta manusia, sementara maqgashid al-sydri ‘ah menghendaki
agarsjiwa (al-nafs) dan harta (al-mal) senantiasa dipelihara, karena itu banyak mujtahid yang

menyatakan bahwa merokok adalah perbuatan yang diharamkan.



